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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Organisasi sektor publik harus dapat memberikan akuntabilitas publik dengan laporan keuangannya karena mereka adalah badan yang mengontrol uang rakyat. Pemerintah menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara otonom sesuai dengan konsep otonomi dan tugas pembantuan, mengutip amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang disahkan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar otonomi daerah dapat lebih efektif dijalankan.
Di era otonomi daerah saat ini, daerah mengantongi wewenang yang lebih besar buat menata serta mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu karakteristik dari keterampilan  sebuah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah berlokasi pada keterampilan  daerah buat mengatur keuangannya. Oleh karna itu daerah perlu mempunyai wewenang serta keterampilan  buat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengatur serta memanfaatkannya  untuk  menyelenggarakan pemerintah  serta pembangunan daerahnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten/Kota selaku daerah otonomi dituntut buat bisa meningkatkan serta memaksimalkan seluruh kemampuan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan  yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil pungutan daerah, pengurusan kekayaan yang dilegalkan serta penghasilan daerah yang sah yang menjadi sumber penghasilan Asli Daerah (PAD).

Rina Dwicahyanti (2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, oleh karena itu keberhasilan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah. Sumber  pendapatan asli daerah meliputi  pendapatan pajak daerah, pendapatan pungutan daerah, hasil pengelolaan  kekayaan daerah yang dilegalkan serta pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap daerah berbeda-beda. Daerah yang ada pertumbuhan dibidan perusahaan dan  mempunyai  kekayaan alam yang banyak mengarah pada PAD jauh lebih besar daripada daerah yang ada, seperti itu pula kebalikannya. Karena  itu berlangsung kesenjangan  Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi  terdapat  daerah yang sungguh kaya karena  ada PAD yang tinggi  dan disisi lain terdapat  daerah yang terbengkalai karena PAD yang rendah .

Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber  pembiayaan yang setidaknya berguna dimana bagian  khususnya  yaitu penerimaan  yang berawal dari pajak dan pungutan daerah. berlandaskan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 perihal Pajak serta Retribusi yaitu partisipasi  harus pada  daerah yang terutang oleh orang individu maupun institusi yang berwatak mendesak berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapati upah secara  langsung dan digunakan untuk keinginan daerah untuk kenyamanan rakyat. Retribusi daerah maupun meretribusikan berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tantang sesuatu pajak daerah yaitu pengumpulan daerah ada 3 macam pembayaran dengan pelayanan maupun pemberian persetujuan terpilih yang tertentu diadakan dan telah diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kebutuhan orang individu atau institusi Dewi Riani Gani, (2013).
Peningkatan penghasilan Asli Daerah (PAD) kian besar seiring  dengan semakin  banyaknya wewenang pemerintahan yang dilimpahkan terhadap daerah pengalihan personil, perlengkapan, pembiayaan, serta arsip ke daerah dalam jumlah yang besar. Namun hal ini di hambat oleh adanya Pandemi Covid 19. Masalah Covid-19 berpengaruh pada perlambatan perkembangan ekonomi, pengurangan penghasilan daerah, kenaikan upah daerah serta pembiayaan daerah.  semenjak awal  sampai triwulan pertama  tahun 2O2O, nyaris segenap negara  di bumi, terhitung  Indonesia, pernah terkena Covid-19. Pandemi  Covid-19 pernah memicu disrupsi pada kehidupan manusia , mengakibatkan terhentinya kegiatan ekonomi di segenap negeri serta berdampak terbentuknya resesi di bumi.

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu  daearah otonomi, dan daerahnya terutama bergantung pada PAD, sehingga perlu perhatian khusus pemerintah untuk menjaga dan mengoptimalkan PAD daerah. Menurut pengamatan pertama peneliti, PAD belum bisa memberikan banyak dukungan terhadap struktur PAD APBD. Karena merupakan daerah tersendiri dan masih didominasi oleh penerimaan dari dana DAU,DAK dan Perimba, maka sangat bergantung pada PAD. Akibatnya seringkali ada kepentingan khusus pemerintah dalam memelihara dan memperkuat PAD di daerah untuk efisiensi dan ketepatan yang lebih besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. PAD didominasi oleh impor DAU, DAK dan pertimbangan anggaran lainya dari struktur PAD APBD, sehingga untuk observasi awal penelitian bila tidak didukung dengan baik. 
Selain belum dapat menopang secara signifikan Kondisi darurat yang dialami seluruh dunia saat ini mempengaruhi aktivitas perekonomian sehingga pengaruh pendapatan asli daerah di Kabupaten Boalemo. keadaan  pandemi Covid-19 menghambat pendapatan asli Daerah.  kemampuan guna peningkatan  pendapatan asli daerah sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid 19. bermacam akibat  yang dirasakan sudah bermunculan tentang ekonomi yang menjumpai kelambatan serta tidak melengkapi sasaran yang didetetapkan, banyak sebab yang pengaruhi itu kecuali menyusutnya energi beli serta energi saing rakyat khususnya  dalam keadaan pandemi ini serta keterbatasan yang tidak dapat digeluti alhasil membawa imbas bagus  penyusutan penerimaan  negara  serta daerah Paramitha, A. A. (2021). Menanggapi pandemi Covid-19, permasalahan  pengurusan finansial daerah serta perkiraan daerah patut digeluti dengan lebih hati-hati di mana perhitungan Pendapatan serta berbelanja Daerah (APBD) adalah instrumen prosedur yang pokok buat penguasa daerah agar lebih kepiawaian pendapatan asli daerah guna menyokong aktivitas pemerintahan Onibala, A.,Rotinsulu(2021)

Laporan realisasi anggaran PAD daerah selama lima tahun tarakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang termasuk dalam perbandingan antara hasil realisasi untuk capaian target yang dibuat, dapat menunjukkan sejauh mana perhatian pemerintah terhadap peningkatan PAD. Serta besarnya pendapatan daerah dikabupaten boalemo. Tabel dibawah ini menunjukkan penerimaan pajak daerah. 
Tabel 1.1 Laporan Target Dan Realisasi PAD

	NO
	TAHUN
	TARGET
	REALISASI
	TREND

	1
	2018
	50,121,011,938.00
	56,019,131,871.56
	112 %

	2
	2019
	69,752,764,281.00
	70,374,071,016.05
	101 %

	3
	2020
	54,614,203,901.00
	49,421,535,157.15
	90 %

	4
	2021
	54,057,606,538.04
	54,699,510,321.26
	101 %
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Melihat Tabel dan diagram di atas, dari tahun 2018 sebelum Covid 19 sampai dengan tahun 2019 sebelum Covid 19 Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dapat terealisasi melebihi target yang dianggarkan, baik dilihat dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, penerangan jalan, PBB,BPHTB, galian C, dan adapun kesadaran masyarakat atas pembayaran pajak. Hal ini dilihat dari penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi pemerintah daerah. Di saat pandemi Covid – 19 melanda Indonesia terutama di Kabupaten Boalemo Realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) menurun dari Tahun sebelumnya. Tahun 2020 realisasi PAD menurun dilihat dari data realisasi pendapatan daerah di hitung dari hasil pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, PBB ( Pajak Bumi Bangunan ) dan BPHTB. Ditahun 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) mulai ada peningkatan dari tahun sebelumnya tapi tidak memenuhi target yang di anggarkan. Hal ini membuktikan bahwa simasa pandemic covid – 19 mempunyai dampak pada pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di Kabupaten Boalemo.

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber daya daerah lainnya yang sah. Salah satu sumber utama dan paling signifikan dari pendapatan daerah untuk pemerintah kota adalah pajak daerah.
Saifuddin, A. dan Abdullah M. melakukan penelitian (2022). Dampak pandemic covid – 19 terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, dan lain – lain. Temuan studi menunjukkan bahwa tujuan keuangan tertentu untuk tahun 2020, terutama yang berkaitan dengan penerimaan PAD, tidak tercapai akibat dari wabah covid – 19 . Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengingat uraian diatas, Tren Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebelum dan selama wabah ini. Untuk menawarkan konteks saat ini dan kedepannya untuk memahami bagaimana pandemi akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ketika dari sisi pendapatan daerah tertekan. 
Pada bagian diskusi berfokus pada mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi serta mengetahui perubahan pendapatan asli daerah akibat kejadian luar biasa ini dan menyarankan arah untuk penelitian di masa depan. Penelitian ini memiliki kebauran di mana data Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan kejadian sebelum Covid-19 dan setelahnya.
1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana Trend Pendapatan asli daerah sebelum dan selama Covid-19 di Kabupaten Boalemo ?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok yang diuraikan diatas, maka yang menjadi maksud tujuan penelitian ini untuk mengetahuiTrend Pendapatan Asli Daerah sebelum dan selama Covid-19 di Kabupaten Boalemo.
1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara teoritis.

a. Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bahasan tentang pendapatan asli Daerah. 

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khusunya tentang Trend Pendapatan Asli Daerah sebelum dan selama Covid – 19.

2. Manfaat Secara praktis.


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah pendapatan asli Daerah dimasa Pandemi Covid-19.

3. Penelitian Selanjutnya


Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1
Kajian Pustaka
2.1.1 Otonomi Daerah 



Suharizal, Muslim Chaniago (2017) Arti harafiah otonomi teritorial berasal dari kata “otonomi dan wilayah”. Otonomi adalah kata majemuk dari "autos", bahasa Yunani untuk "sendiri" dan "nomos" yang berarti konvensi dan hukum, dan kekuasaan untuk mengatur dan mengatur diri sendiri atau mempersiapkan operasinya. dapat dipahami.Daerah itu sekarang menjadi badan hukum dengan batas-batas wilayah.

Menurut pakar Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah kekuasaan untuk mengatur dan mengelola anggaran daerah. Di samping itu,Ateng Sairifudin, di sisi lain, mengkonseptualisasikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemerdekaan wilayah itu sendiri, tetapi dicapai dengan memberikan kesempatan yang bertanggung jawab dari pada kebebasan atau kemerdekaan yang terbatas. Sireef Saleh mengesahkan otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur sendiri dan mengatur daerah, yang dibuat oleh pemerintah pusat. Benjamin Hosen menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan posisi informal di luar pemerintah pusat, Pemerintah untuk rakyat dan rakyat tanah negara. Bagi Marion, kotamadya adalah kemandirian kotamadya, yang memungkinkannya untuk membangun inisiatifnya sendiri dalam organisasi yang mengelola dan memperluas sumber energi local dengan kebutuhan penduduk setempat Otonomi daerah bebas bekerja sebagaimana mestinya. Di sisi lain,Philip Mallwood mendefinisikan otonomi teritorial sebagai pemerintah daerah, memiliki kewenangan sendiri yang terpisah dari kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah dan memiliki asal objektif dalam hal kerja oposisi.

UU otonomi daerah tahun 2014 definisi otonomi daerah yaitu hak, kekuasaan, dan tanggungjawab daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri tuntutan dan kepentingan politiknya dituangkan dalam UU otonomi daerah nomor 23. Penduduk asli membutuhkan perhatian kita. Setara dengan aturan dan hukum. Oleh karena itu, otonomi daerah dapat dipahami sebagai kewenangan atau kekuasaan suatu wilayah atau daerah untuk mengatur dan menata kebutuhan wilayah atau daerah. Pengertian luas Lukman Santoso (2015) dapat dipahami sebagai kewenangan atau kekuasaan suatu daerah atau daerah yang secara mandiri mengelola dan mengurus kebutuhan suatu daerah atau daerah kerakyatan, dimulai dari keseimbangan sosial, politik dan ekonomi. , praktek dan pemahaman. Tergantung pada adat dan lingkungan setempat.

Dalam periode  perbaikan  Pemerintah  sudah menghasilkan 2 kebijakan mengenai otonomi daerah. Pertama  yaitu  UU No.22 tahun 1999 mengenai penguasaan Daerah serta UU No.25 tahun 1999 mengenai Pertimbangan moneter antara penguasa Pusat serta Daerah. Kedua yakni UU No.32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah serta UU No.33 tahun 2004 mengenai Perimbangan moneter antara Pemerintah Pusat serta Daerah. UU yang diucap kedua ini yaitu perbaikan karena UU yang dituturkan pertama . sekarang sudah diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang pemerintahan daerah.
2.1.2
Desentralisasi Fiskal
Otonomi pajak daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dengan  desentralisasi perpajakan merupakan dua cara pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi Fiskal Pravirosetoto (Pujiati 2006) Merupakan hak dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab untuk memungut ketentuan perpajakan, termasuk perspektif perolehan (alokasi pajak) atau perspektif pengeluaran (allocation of cost). Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa public yang berkaitan dengan dengan desentratralisasi fiscal, dengan kata lain desentralisasi fiscal adalah sistem dimana sejumlah entitas pemerintahan bertanggung jawab untuk mentransfer dana lebih besar ke pemerintah yang lebih kecil untuk mendukung operasi dan layanan public mereka (saragih 2003). 
Dukungan keuangan diberikan kepada pemerintah daerah sehinggah mereka dapat menangani tugas – tugas yang berada dibawah lingkup mereka. Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri melalui desentralisasi perpajakan. Daerah diberikan kewenangan untuk mencari sumber pendapatan yang sesuai dengan kapasitasnya. Prinsip desentralisasi pajak money – follow – function memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan peran pelayanan dan pembangunan daerah. Pemerintah pusat membantu dengan mengalokasikan sumber – sumber penerimaan kepada daerah agar dapat dikelola seefisien mungkin agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan komitmen dan tugasnya.   Pemerintah Pusat pula memberikan uang pemindahan yang mampu diatur daerah dalam pembiayaan pengaturan Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah saat ini dan mengatasi kesenjangan pendapatan dengan pemerintah pusat. Daerah harus dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mengkaji kemampuan pendapatannya guna mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat melalui anggaran transfer.  
Salah satu komponen kunci dari desentralisasi adalah desentralisasi pajak. Jika pemerintah daerah melakukan tugasnya dan diberikan otonomi dalam pengambilan keputusan atas nama masyarakat, maka perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah faderal dalam bentuk subsidi, pinjaman, atau bentuk bantuan keuangan lainya. Berasal dari pendapatan asli (PAD), yang dapat berupa pajak tambahan, pinjaman, atau anggran perimbangan pemerintah pusat.
 Pemerintah  pada hakekatnya mengemban 3 peranan mendasar, antara lain peranan pengiriman, peruntukan serta penstabilan peranan peruntukan yaitu kedudukan negeri dalam mendistribusikan sumber energi ekonomi supaya terlahir dengan cara berdaya guna, adalah kedudukan negeri dalam sediakan benda yang tidak sanggup diadakan oleh pasar. peranan pengiriman yaitu kedudukan negeri dalam mempengaruhi pengiriman pemasukan serta kekayaan buat menjamin terdapatnya kesamarataan dalam menyusun pengiriman pemasukan. peranan penstabilan merujuk pada kegiatan negeri dalam mempengaruhi totalitas tingkatan pengangguran, perkembangan ekonomi serta harga. Dalam ini negeri memanfaatkan peraturan perkiraan buat kurangi pengangguran, kemantapan harga serta tingkatan perkembangan ekonomi berkelanjutan . 
Berdasarkan faktor-faktor berikut kami berpendapat bahwa pelaksanaan desentralisasi perpajakan di Halim (2007) akan berhasil ketika ada pemerintah pusat ditempat yang dapat memantau dan menegakan, ketika mengumpulkan pajak dan retribusi daerah, tanggung jawab dan wewenang seimbang. Dukungan politik, keputusan manfaat dan biaya harus dibuat secara terbuka dan demokratis ditingkat daerah. dimana para pemangku kepentingan dapat mempengaruhi keputusan ini dan Perumusan keputusan kebijakan yang diambil dengan dukungan kapasitas kelembagaan dan administrasi yang diinginkan sesuai kebutuhan pemerintah menjadi tanggung jawab masyarakat. Kualitas SDM menggantikan peran Pemerintah Pusat yang ada.

2.1.3
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah, hasil kompensasi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang ditugaskan dan lain-lain untuk memberikan gelar daerah sambil mencari peluang keuangan dalam penyelenggaraan daerah Ini adalah keuntungan serta Pelaksanaan desentralisasi. UU RI No. 28 Februari 2009, beserta pajak dan iuran daerah, pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, iuran daerah, pengelolaan barang milik daerah tersendiri dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah berdasarkan mata uang daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan Ini akan dikonfigurasi. Rudy Badruzin (2011).
Dengan mengkaji susunan penerimaan daerah saat ini, salah satu upaya dilakukan untuk mengkaji keahlian daerah departemen keuangan daerah dalam kelembagaan untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Semakin ketergantungan pada pusat, semakin kecil arsitektur pendapatan asli daerah dalam penerimaan daerah. Masyarakat juga dipengaruhi oleh kelancaran pembangunan sebagai akibat dari meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah. Pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan bidang pembangunan lainnya hanyalah beberapa contoh.
2.1.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah 
Dalam usaha memperbesar kedudukan pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk  lebih mandiri dalam menjamin gerakan operasional rumah tangganya. Implikasi penggunaan nilai-nilai teragregasi dan perkiraan yang saling terkait untuk memulai perencanaan pemerintah daerah ketika impor daerah dan pengeluaran daerah tidak dapat dipisahkan.

Seperti dengan Negara , sehingga  daerah dimana masing-masing pemerintah daerah memiliki peranan serta tanggung jawab buat menaikkan kesejahteraan  masyarakat dengan jalan  mengaplikasikan pembangunan diseluruh sisi. Yuliati (2000) Sumber  pemasukan asli daerah yaitu sumber  keuangan  daerah yang digali dalam daerah yang berkaitan, yang terdiri:

A. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran yang harus diberikan kepada daerah oleh orang atau organisasi yang kewajiban moralnya mewajibkan mereka untuk mematuhi hukum, tanpa menghadapi akibat langsung, dan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan lokal untuk kemakmuran lingkungan yang lebih besar. Kabupaten dan kota memungut jenis pajak berikut
1. Pajak Hotel 

Pajak penginapan yakni pajak dengan jasa yang disajikan oleh penginapan. Hotel  yakni sarana penyedia pelayanan rumah bermalam/peristirahatan terhitung pelayanan terkait  yang lain dengan dipungut upah, yang meliputi pula, penginapan, wisma penginapan, pondok pariwisata, rumah pariwisata, penginapan, Akomodasi dengan lebih dari 10 kamar seperti hostel. 
Objek fajak penginapan yaitu  jasa yang disajikan oleh penginapan dengan pembayaran, terhitung pelayanan penongkat selaku totalitas penginapan yang cirinya memberikan keringanan serta kenyamanan, terhitung sarana olah-raga serta hiburan.Yang dimaksudkan dengan pelayanan penongkat yakni sarana telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi , jasa mencuci, setrika, pengangkutan, serta sarana sejenis yang lain yang disajikan maupun Manajemen hotel.

Mengacu penghasilan Asli Daerah ketetapan pasa 32 perkataan UU 28 Tahun 2009 itu, seandainya terdapat Fasilitas rekreasi yang terintegrasi ke dalam akomodasi, seperti klub malam, spa, dan pusat kebugaran, mungkin akan dikenakan biaya. Jika pembayaran dilakukan oleh pemerintah daerah yang merupakan otoritas perpajakan dan operator hotel yang memiliki fasilitas hiburan, tarif pajaknya adalah 75% dan pajak hotel adalah 10%.
2. Pajak Restoran 
Pajak Restoran ialah pajak berdasarkan jasa yang diadakan oleh restoran. Restoran ialah sarana penyedia hidangan serta/ataupun minuman dengan dipungut upah, yang melingkupi juga  rumah singgah, kafetaria, kedai, kios, kedai minuman, diklasifikasikan dalam katering/jasa katering.
Layanan yang diberikan oleh restoran dianggap sebagai objek pajak restoran. Penjualan makanan dan minuman yang dimanfaatkan oleh pelanggan, baik yang dilakukan di lokasi pelayanan maupun di tempat lain, merupakan salah satu pelayanan yang ditawarkan oleh pihak restoran. Dimulai dengan klausul ini, meskipun pelanggan tidak menggunakan fasilitas restoran, mereka akan tetap dikenakan pajak restoran untuk layanan pesan antar atau pesanan yang mereka penuhi sendiri.
3. Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan Rahardja Adisasmita (2011) Pengelolaan hiburan dikenakan pajak hiburan. Istilah "hiburan" mengacu pada segala bentuk pertunjukan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian secara cuma-cuma. Layanan penyediaan hiburan dengan biaya adalah fokus dari pajak hiburan. Satu-satunya jenis hiburan yang dikenakan pajak adalah pendapatan asli daerah.
4. Pajak Reklame 

Pajak berdasarkan pengelolaan iklan dikenal sebagai pajak iklan. Objek, alat, aktivitas, atau alat yang dikembangkan untuk tujuan yang menguntungkan dari penerbitan, penyerahan, penawaran, atau penarikan perhatian pada produk, layanan, orang, atau lembaga yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh publik disebut sebagai iklan.
5. Pajak Penerangan Jalan 
Pajak Penerangan Jalan yaitu pajak yang dipungut dari hasil pemakaian energi  listrik. subjek pajak penerangan jalan yaitu pemakaian energi  listrik, baik  yang dikeluarkan sendiri atau yang dihasilkan dari lain. Listrik yang dikeluarkan sendiri mencakup segala pembangkit  listrik.

Pengguna diharapkan mendapatkan energi listrik yang disediakan oleh penyedia listrik, seperti PLN, sebagaimana peruntukan penggunaan energi listrik dari sumber lain. Selama ini terjadi, tenaga listrik dihasilkan oleh tuas-tuas listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh orang-orang yang memanfaatkan tenaga listrik. Jika terjadi pemadaman listrik, rumah sakit, penginapan, mall, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya yang sering dikunjungi akan menggunakan genset sebagai sumber listrik.
6. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )

Pajak yang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas tanah dan bangunan untuk memberikan keuntungan dan/atau meningkatkan status sosial ekonomi bagi mereka yang memiliki properti atau memperoleh manfaat darinya. PBB adalah biaya lain yang perlu dibayar agar tanah dan bangunan ada yang menguntungkan manfaat seseorang atau badan dan status sosial ekonomi.
7. Pajak BPHTB
Ungkapan "BPHTB" sering muncul saat membeli dan menjual real estate atau rumah. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih ragu dengan apa yang dimaksud dengan BPHTB. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang BPHTB, semula mengatur tentang BPHTB. Menurut peraturan, BPHTB adalah pajak—selanjutnya disebut pajak—yang dikenakan atas pembelian hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak atas mineral dan batuan bukan logam adalah pungutan yang dikenakan kepada orang yang mengambil mineral dan batuan bukan logam untuk dimanfaatkan dari sumber alamnya yang ada di permukaan atau di dalam bumi.
B. RetribusiDaerah 
Sumber pendapatan daerah merupakan  pungutan daerah.pungutan daerah adalah iuran daerah selaku pembayaran penggunaan ataupun  akibat  memproleh pelayanan atau  profesi  maupun  jasa  pemerintah daerah serta pelayanan upaya milik  daerah buat yang bersangkutan berdasarkan pelayanan yang diserahkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari keberhasilan. Tiga kategori pajak daerah diakui:
a. Retribusi Jasa Umum 

Mardiasmo (2011) (2011) Biaya pelayanan publik adalah retribusi berdasarkan pelayanan publik. Tarif layanan publik berlaku untuk layanan yang disediakan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan dan keuntungan masyarakat, yang dapat diakses oleh individu atau lembaga. 
b. Retribusi jasa usaha 

Retribusi layanan bisnis adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan yang mereka berikan untuk menerbitkan izin kepada orang atau organisasi yang memanfaatkan atau memanfaatkan layanan bisnis.
c. Retribusi Perizinan Tertentu 
Obyek Retribusi perizinan khusus yaitu pelayanan  prizinan oleh pemerintah daerah pada orang individu ataupun badab yang dimaksudkan untuk  pengaturan serta pengawasan dengan tindakan eksploitasi ruang, pemanfaatan asal muasal daya  alam, barang , infrastruktur, usul ataupun kelestarian lingkungan.
Selain itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menguasai sektor perekonomiannya sendiri yang diwakili oleh usaha daerah. Tujuan industri daerah yang terdiri dari unit-unit produksi untuk meningkatkan pendapatan daerah, menawarkan jasa, merencanakan kemaslahatan umum, dan memajukan perekonomian daerah, dapat disamakan dengan pola pendirian dan pengelolaannya.
1) Gagasan pengelolaan industri daerah harus tetap mencari keuntungan dengan maksud menyelamatkan industri. Setelah itu, sebagian hasilnya dimasukkan ke kas daerah. Kolaborasi regional bisa efektif di bidang konstruksi, transformasi, produksi peralatan, dan usaha serupa. Usaha daerah dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu: usaha yang diminta pemerintah berupa industri baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

2) Pemerintah daerah menerima perusahaan dari badan usaha milik negara. 

3) Daerah menguasai seluruh atau sebagian modal usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah.
Pelayanan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan landasan dari salah satu makna yang dikembangkan oleh usaha daerah. Namun, itu tidak berarti bahwa bisnis tidak berkontribusi pada pendapatan kota. Dua peran yang harus dimainkan oleh bisnis daerah untuk memenuhi kewajiban sosial—yaitu, memberikan layanan kepada masyarakat umum dan pihak lain—berbenturan. Bisnis daerah melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari kapasitas mereka. Pendapatan badan usaha yang dipegang secara lokal adalah ekspresi dari keuntungan ini.
Bagian keuntungan Badan Usaha Milik Daerah adalah bagian keuntungan, disebut juga laba bersih, yang terhutang kepada lembaga lain yang merupakan lembaga usaha milik daerah. Walaupun sektor korporasi di daerah pusat secara historis memberikan kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah lainnya, namun diantisipasi keunggulan tersebut akan dapat menambah pendapatan asli daerah. 
C. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak dan retribusi daerah. Salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah adalah pendapatan asli daerah. Perluasan PAD diharapkan dapat mempercepat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan dapat berjalan lancar, memungkinkan perluasan peluang kesejahteraan manusia dengan mudah.
Supriatna (1993) Selain pajak, retribusi daerah dan usaha yang dibuat oleh BUMD lain juga merupakan sumber PAD. perusahaan lokal yang dapat dijalankan oleh satu pegawai pemerintah daerah (pangkat), dan yang operasinya menghasilkan barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat dengan imbalan pembayaran.
Pendapatan dari sektor ini bertentangan buat masing-masing daerah terkait kemampuan yang dimilikinya , walau bantuan  sektor ini sedang terbatas namun dibandingkan  dengan laba  industri daerah serta penyambutan respons dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih bagus dalam memberikan sumbangan pada pendapatan asli daerah serta relative menyeluruh buat tiap-tiap daerah. Upaya daerah selaku sumber pendapatan daerah itu patut disetorkan terhadap kas daerah serta diatur dalam peraturan daerah.Penerimaan ini melingkupi sewa  rumah daerah, sewa  kantor serta tanah milik  daerah, servis giro, hasil perjualan barang-barang, sisa kepunyaan daerah pendapatan hasil eksekusi serta garansi, sanksi pajak, serta penerimaan-penerimaan lain yang sah bagi undang-undang.

Jenis Lain -lain pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari :

1. Penerimaan Jasa Giro

2. Penerimaan Bunga Deposito

3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ( TGR ) 
4. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Taspen

5. Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

6. Pendapatan lain – lain BLUD

7. Lain – lain PAD yang sah

8. Pendapatan dana kapasitasi JKN

9. Dana bos
D. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 
Prakoso (2011) menegaskan bahwa pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah yang dipisahkan merupakan sumber dari hasil pengelolaan aset yang dipisahkan. BPD, bisnis daerah, dividen BPR-BKK, dan keterlibatan modal daerah pada pihak ketiga semuanya berkontribusi terhadap pendapatan ini.
L.O. 2006 (48-89), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dibagi-bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan pada bagian ketiga pasal 26 (3) dijelaskan bahwa pendapatan utama adalah:
1. Bagi hasil penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah/BUMD
2. Komponen bagi hasil penyertaan modal pada badan usaha milik pemerintah dan BUMN, dan
3. Sebagian dari pendapatan dari keterlibatan ekuitas swasta
Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah: 

a. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

b. Perusahaan Daerah air Minum (PDAM) 

c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Untuk daerah yang memiliki BUMD semacam PDAM, Bank Pembangunan Daerah, Badan Kredit Kecematan, Pasar, Tempat Hiburan/rekreasi, Vila dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.
2.1.5 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah 
Salah satu pemasukan daerah yakni bermula dari pemasukan asli daerah. Dana-sertaa yang bersumber  dari pemasukan asli daerah itu adalah salah satu aspek penopang dalam mengadakan peranan daerah guna menggaji biaya teratur dan juga dana pembantu daerah, serta adalah perlengkapan  guna memasukkan uang  sebanyak-banyakynya ke kas daerah demi mendukung penerapan pembangunan daerah, dan juga guna merapikan serta menambah hal sosial ekonomi konsumen jasa  itu. Tentu  dalam tentang ini tidak terbebas dari terdapatnya badan  yang mengatasi maupun yang diberi peran guna mengatur  hal  itu (Yovita : 2011).

Sumber  keuangan  yang bermula dari pemasukan asli daerah di dalam penerapan otonomi daerah lebih berarti ketimbang dengan sumber-sumber diluar pemasukan bentuk pemberian negeri (non PAD) kelakuannya lebih terikat. terdapatnya penggalian serta kenaikan pemasukan asli daerah diharapkan negeri daerah serta sanggup menambah kemampuannya dalam pengelolaan perihal daerah. peraturan moneter daerah ditunjukan guna menambah pemasukan asli daerah selaku sumber mendasar pendapatan daerah yang mampu dipergunakan oleh daerah dalam mengadakan pemerintahan serta pembangunan daerah sesuai  dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam menemukan biaya dari pemerintah tingkat  berdasarkan  (tunjangan ).

Perihal ini berarti upaya kenaikan pemasukan asli daerah sepatutnya ditatap dari perspektif yang lebih besar tidak cukup ditinjau dari perspektif daerah masing-masing namun dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pedapat an asli daerah itu sendiri diduga selaku opsi lain guna memperoleh catatan biaya yang dapat dikenakan guna bermacam keinginan pengeluaran yang didetetapkan oleh daerah sendiri spesialnya keinginan teratur. Oleh lantaran itu kenaikan pemasukan itu adalah tentang yang dikehendaki tiap-tiap daerah. asli daerah, lantaran pemasukan asli daerah dapat dipergunakan sesuai  dengan prakarsa dan inisiatif daerah.
2.1.6 Analisis Trend 
Trend diartikan sebagai suatu gerakan (kecenderungan) naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut trend positif atau trend mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang disebut trend negatif atau trendyang mempunyai kecenderungan menurun (Maryati, 2010: 129).

Menurut Kasmir (2008) dalam bukunya Analisa keterangan  Keuangan menjelaskan kalau “Analisis trend alias tendensi adalah analisis informasi keuangan yang biasanya  dilaporkan  dalam persentase terpilih. Dalam analisis trend mampu digeluti dengan mengenakan analisis melintang alias dinamis , data yang dipakai merupakan data tahun ataupun  periode”.

Dapat disimpulkan, analisis trend adalah sesuatu metode analisis yang tertuju guna mengerjakan sesuatu estimasi alias penekaan pada era yang akan hadir. guna ini diperlukan bermacam rupa data guna memperoleh data yang lumayan banyak serta dalam waktu periode yang lumayan jauh, alhasil dari analisis itu mampu diketahui dekati berapa besar instabilitas yang terjalin serta faktor-faktor apa saja yang pengaruhi pada transformasi itu. selaku teoritis, dalam analisis time series (runtun periode) yang setidaknya memastikan adalah  kualitas  atau  keakuratan dari data alias data-data yang digabungkan. Dengan kata lain, trend merupakan kegiatan dari data lajur rutin sepanjang sebagian tahun serta menjurus mengarah pada satu arah, dimana arahnya mampu naik, mendatar ataupun menyusut.

Rasio keuangan Analisis time series merupakan analisis pada data historis guna memandang trend yang boleh jadi mencuat. Trend nomor sesudah itu dianalisis buat memahami apa yang terjalin. Trend perseroan hendaknya ketimbang dengan trend perusahaan apakah telah berkiprah lebih positif dari trend.

Dalam riset ini penunjuk yang mengukur Trend PAD merupakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Antara negara Pusat serta Pemerinta-han Daerah , dituangkan dalam susuk mensupport pengelolaan independensi daerah , melewati penyediaan sumber-sumber pensertaaan berlandaskan wewenang negara pusat, desentralisasi, serta kewajiban pembantuan yang diatur melewati perimbangan keuangan antara negara pusat dan negara teritori. kali ini implementasi/tujuan negeri pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Antara negara Pusat dan Pemerintahan wilayah dirasakan belum serupa dengan prinsip-prinsip keseimbangan dan kepatutan berlandaskan Undang-Undang.
2.2    Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1Penelitian Terdahulu

	No
	Nama peneliti
	Judul penelitian
	Metode
	Hasil Penelitian

	1
	Dewi Riani Gani 
Tahun 2013


	Analisis Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo


	Kuantitatif


	Analisis Trend retribusi yang dilakukan untuk memproyeksikan penerimaan retribusi daerah pada tahun 2008 sampai 2009 menunjukan bahwa terjadi penurunan disetiap tahunnya sedangkan pada analisis trend PAD dilihat dari grafik dan hasil analisisnya untuk setiap tahunnya pada tahun anggaran 2008 sampai 2012 mengalami peningkatan yang sangat baik. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh adanya sumbangan sumbangan yang baik dari sumber sumber PAD lainnya selain retribusi yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.


	2
	Rina Dwicahyanti Tahun 2017
	Analisi Trend Penerimaan pajak daerah dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin
	Kualitatif
	Perkembangan Trend Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD menunjukan Trend positif dengan Slope yang curam, yang berarti penerimaan pajak daerah terhadap PAD untuk tahun tahun kedepan akan terus mengalami peningkatan yang cukup besar.

	3
	Jouzar Farouq Ishak

Tahun 2021
	Covid-19: Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Dampak Covid-19
	Kualitatif
	Dalam konteks krisis pandemi covid-19 di Indonesia terutama pendapatan asli daerah, dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber di mana pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

	4
	Saifuddin, A., & Abdullah

Tahun 2022
	Dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bongaya
	Kualitatif
	Hasil Penelitian ditemukan bahwa, Ikhtisar pencapaian target keuangan tahun 2020 adanya target yang tidak tercapai dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 khususnya  penerimaan PAD.

	5
	Nunu Septianingrum

Tahun 2022
	Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada

Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kabupaten Purbalingga)
	Kualitatif
	Pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan Kabupaten

Purbalingga menurun selama masa pandemi covid-19 karena menurun pula

kondisi ekonomi masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini untuk

mengetahui kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa pandemi Covid-19 serta

kendala-kendala yang dialami


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir digunakan untuk mempermudah penulis mengetahui arahan tujuan penelitiannya. Adapun kerangka berfikir pada penulisan penelitian ini adalah. Perkembangan Analisis Trend PAD pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo -2022 dapat dilihat dengan menganalisis yakni Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari analisis tersebut untuk mengetahui Bagaimana trend pendapatan asli daerah sebelum Covid dan hingga saat ini, dari hal tersebut dapat dianalisa masa yang akan datang di dalam perkembangan Trend PAD tersebut.
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Gambar 2.1
BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian


Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti yang Telah Diuraikan Dalam Bab Sebelumnya, Maka Yang Menjadi Objek Penelitian Ini Adalah Analisis Trend Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Boalemo (Studi Komperatif Sebelum Dan Selama Covid-19) Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
3.1.1 Metode Penelitian

3.1.2 Metode yang digunakan 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif yang menurut Creswell (2016) merupakan suatu pendekatan atau pencarian untuk menelaah dan memahami suatu topik kunci. Peneliti mewawancarai peserta studi atau sukarelawan dan mengajukan pertanyaan umum dan relatif luas untuk memahami gejala utama ini. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif adalah metode di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama dan digunakan untuk menganalisis kondisi benda-benda alam. Raco (2018; 7) menegaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau pencarian untuk mempelajari dan memahami suatu fenomena kunci yang benar-benar melihat partisipan sebagai individu bukan objek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yang menurut Crewel (2022; 23) adalah metode inkuiri di mana suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok orang diteliti secara seksama. Dalam studi kasus, peneliti menyelidiki secara mendalam aktivitas, peristiwa, proses, dan program dari satu atau lebih individu. Suatu kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara mendalam dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dalam jangka waktu yang lama (Sugiyono, 2016; 17)
3.1.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian
Perlu ada pendefinisian terhadap variabel yang diteliti dalam bentuk rumusan yang lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain yang dimaksudkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran data analisis mengenai Analisis Trend Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Boalemo (Studi Komperatif Sebelum Dan Selama Covid-19)  Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.

Tabel 3.1  Operasional Variabel

	Variabel
	Dimensi
	Pengukuran

	Pendapatan Asli Daerah 

( Sumber : Undang – Undang No. 23 Tahun 2014)


	Sebelum Covid – 19


	1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

3. Lain – Lain Pendapatan Daerah

4. Hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan



	Pendapatan Asli Daerah 

( Sumber : Undang – Undang No. 23 Tahun 2014)


	Selama Covid -19
	1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

3. Lain – Lain Pendapatan Daerah

4. Hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan


Sumber : Undang – Undang No. 23 Tahun 2014
3.2.3
Informan Penelitian 

Sampel disebut sebagai informan, bukan responden, dalam penelitian kualitatif. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang subjek penelitian dan mampu memberikan penjelasan secara ringkas disebut sebagai informan penelitian (Sugiyono, 2010). Dengan menggunakan metode snowballing, informan dipilih untuk mengumpulkan data. Pengambilan Sampel Berdasarkan desain penelitian, subjek penelitian adalah semua elemen yang berperan sebagai aktor. Akibatnya, para peneliti harus berinteraksi dengan sejumlah informan, termasuk informan kunci dan pendukung yang semuanya memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek topik penelitian.                                                                                                                                    
Dalam penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan hal ini                                       didasarkan pada pertimbangn  bahwa  jika sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi atau sudah sampai pada taraf jenuh (redundancy),maka peneliti tidak perlu lagi mencari informan  baru. Adapun informan penelitian pada badan keuangan dan asset daerah kabupaten Boalemo adalah:
Tabel 3.2 Jumlah Informan

	NO 
	NAMA
	JABATAN

	1
	ANDRES ADJIE, S.Sos, M.Si
	SEKRETARIS BKAD

	2
	IRVAN UWADE, S.Sos, M.Si
	KABID PENDAPATAN

	3
	YUSUF BUNTA, S.Sos
	KASIE PENDAPATAN

	4
	MUZAKIR PAKAYA, S.Sos
	KASIE PENDAPATAN

	5
	RINTO UMAR, S.Ap
	STAF PENDAPATAN 


3.2.4 Jenis Dan Sumber Data

Untuk kepentingan penelitian ini, jenis dan sumber data perlu dikelompokkan kedalam dua golongan yaitu :

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1)  Data Kualitatif adalah data yang merupakan bukan bilangan tetapi berupa ciri ciri, sifat – sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah hasil wawancara yang mendalam.

2) Data kualitatif adalah data berupa bilangan yang  nilainya berubah rubah atau bersifat variative. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah perhitungan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boalemo.
2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari wawancara mendalam kepada informan.

2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sebelumnya, diperolh dari buku buku, artikel, dan tulisan ilmiah.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pendekatan studi kasus pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara yaitu observasi partisipasi ( participant observation )  wawancara mendalam ( in depth interview ) dan dokumentasi ( documentation ) sebagaimana di jelaskan berikut ini :

1. Observasi partisipasi di tujukan untuk mengamati, mengikuti, atau terlibat secara langsung terhadap berbagai perilaku, Tindakan, atau perbuatan yang di fenomenakan oleh para individu ( subjek/informan) dalam lingkungan etnisnya.

2. Wawancara mendalam merupakan proses untuk mendapatkan penjelasan sesuai dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung. Seorang peneliti akan mengetahui hal-hal secara lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi yang terjadi dan hal ini tidak bisa ditemukan melalui pengamatan. Bahan utama wawancara adalah berbagai temuan informasi / data penelitian dari hasil catatan observasi partisipasi terhadap informan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah dengan menelusuri historis yang dimiliki oleh informan penelitian. Bagi Sebagian besar tradisi penelitian kualitatif, dokumen pribadi yang digunakan secara luas mengacu pada setiap narasi orang pertama yang dihasilkan oleh seorang individu dalam mendiskripsikan sendiri, pengalaman dan keyakinan.

3.2.6 Teknik Analisis data 

Creswell berpendapat bahwa latar belakang dan analisis data dalam studi kasus harus dijelaskan dengan sangat rinci. Jika suatu kasus menyajikan garis waktu peristiwa, analisis akan membutuhkan beberapa sumber data untuk mengidentifikasi bukti untuk setiap tahap perkembangan kasus. Berikut empat jenis analisis data beserta interpretasinya yang dapat diterapkan dalam penelitian studi kasus menurut Tahapannya (dalam Wahyuningsih, 2013: 6). yakni sebagai berikut :
1. Pengumpulan kategori: Untuk menemukan makna yang berkaitan dengan masalah yang akan muncul, peneliti mencari contoh kumpulan data. 

2. Interpretasi langsung, di mana peneliti studi kasus memeriksa satu contoh dan mengekstrapolasi signifikansinya tanpa menggunakan kasus lain. Untuk membuat data lebih berguna, data harus dibedah dan kemudian disatukan kembali. 

3. Saat membandingkan dua kategori atau lebih, peneliti mengidentifikasi pola dan mencari kesamaan. Dengan menggunakan tabel yang menggambarkan hubungan antara dua kategori, kesetaraan ini dapat dipraktikkan.
4. Setelah menganalisis data, peneliti membuat generalisasi naturalistik yang didasarkan pada orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, baik contoh pribadi mereka atau komunitas kasus.
Sementara Sementara Yin (dalam Wahyuningsih, 2013, hlm. 7) membagi tiga metodologi analisis studi kasus menjadi: 

1. Pencocokan pola melibatkan penggunaan sekali lagi. Bentuk penalaran ini mengkontraskan pola yang diamati dengan pola yang diprediksi (atau dengan beberapa prediksi alternatif). Jika ada tumpang tindih antara kedua pola ini, temuan dapat mendukung validitas internal studi kasus. 

2. Memberikan penjelasan yang berupaya mengkaji data dari suatu studi kasus dengan cara memberikan penjelasan tentang kasus yang bersangkutan. 

3.  Studi kasus yang menggunakan metode eksperimental dan kuasi-eksperimental sering melibatkan analisis deret waktu.

3.2.7 Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting guna mempertanggungjawabkan keseluruhan data yang sudah diperoleh. Saat peneliti melakukan analisis dan deskripsi hasil wawancara secara rinci tersebut, peneliti secara stimulant dan interen juga melakukan pengecekan keabsahan data. Maksudnya peneliti melakukan analisis dan deskripsi, serta sekaligus melakukan pengecekan keabsahan data untuk mengetahui apakah data yang dianalisis tersebut benar atau tidak, valid atau tidak, informasinya benar atau tidak. dengan kata lain peneliti perlu mepertanyakan keabsahan dan kebenaran data / informasi yang diperoleh dari para informan penelitian sampai saat peneliti menulis laporan akhir penelitian terutama pada data / informasi yang dianggap meragukan peneliti. 

Pengecekan keabsahan data penelitian ini mengacu pada standar / kriteria dari Lincoln dan Guba ( 1995 ), yaitu Standar Kredibilitas ( Credibility ) merupakan standar yang digunakan peneliti sebagai upaya agar hasil wawancara yang bersumber dari data / informasi para informan kunci yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Standar kredibilitasnya antara lain :

A. Melakukan Triangulasi 

Dengan membandingkan data dari beberapa sumber untuk menghasilkan data dasar, teknik triangulasi berusaha untuk mempertahankan ketidakberpihakan dan kebenaran data. Untuk menganalisis sesuatu dari banyak sudut pandang dan sudut pandang, triangulasi menggabungkan sejumlah metodologi yang beragam. Triangulasi mengklaim bahwa ada empat komponen di dalamnya, yaitu:
1) Triangulasi sumber data: Triangulasi ini mengkaji informasi yang benar secara spesifik dengan menggunakan berbagai teknik dan sumber pengumpulan data.

2) Triangulasi teori: Secara khusus, informasi yang dirumuskan sebagai hasil akhir penelitian kualitatif. Untuk mencegah hasil yang tidak konsisten dengan temuan berikutnya, informasi selanjutnya dibandingkan dengan teori sudut pandang yang bersangkutan.
3) Melakukan member check, adalah suatu upaya mengecek dan mendiskusikan temuan penelitian antara peneliti dengan informan kunci. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian dan kesimpulan yang tepat, serta melihat berbagai kekurangan yang ada untuk dimantapkan.

4) Melakukan ketekunan pengamatan, adalah suatu upaya melakukan pengamatan secara tekun dan terarah sejalan denga napa yang ada saat wawancara mendalam terutama mengamati kegiatan sehari – hari informan kunci. Hal ini bertujuan untuk menemukan ciri – ciri dan unsur- unsur dalam situasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang di teliti, sehingga penelusuran lebih dapat di pusatkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Badan Keungan Dan Aset Daerah ( BKAD ) Kabupaten Boalemo adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Boalemo yang melaksanakan urusan penunjang fungsi Keuangan yang  dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Boalemo.


Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo mempunyai tugas pokok ”penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keuangan dan aset daerah” .
Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo :
1. Perumusan dan pelaksanaan  kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah :

2. Penyusunan rancangan APBD dan APBD Perubahan .

3. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah .

4. Pengkoordinasian penerimaan pendapatan asli daerah .

5. Penyusunan laporan keuangan pemerintah  daerah.

6. Penatausahaan barang milik daerah 


Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Boalemo, maka Struktur Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Boalemo terdir dari :

a. Kepala Badan

Memimpin, merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi serta asset daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah
b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan
Memimpin, merumuskan kebijakan teknis/operasional sekretariat Badan Keuangan Aset Daerah serta melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan, yang meliputi kepegawaian, keuangan dan perencanaan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kesekretariatan

 Sekretaris Badan membawahi :
1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan tugas pelayanan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian serta aset berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas
2. Sub. Bagian Keuangan
Memimpin dan melaksanakan tugas Sub Bagian keuangan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan dan administrasi keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan rencana kerja untuk optimalisasi penyelenggaaan administrasi keuangan.

3. Sub Bagian Penyusunan Program.
Memimpin dan melaksanakan tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta mengkoordinasikan pengumpulan pengolahan bahan/data usulan dan rencana kegiatan dari bidang berdasarkan rencana kerja untuk optimalisasi monitoring dan evaluasi.
c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan  :

Memimpin, merencanakan dan melaksanakan tugas penyusunan dan pengkoordinasian kebijakan teknis penganggaran dan perbendaharaan berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
1. Sub. Bidang Anggaran;
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan tugas pelayanan administrasi, pengolahan data bidang anggaran berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas

2. Sub. Bidang Perbendaharaan.

Memimpin, merencanakan dan melaksanakan tugas pelayanan administrasi, pengolahan data bidang verifikasi dan perbendaharaan berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas
d. Bidang Pendapatan
Memimpin, merencanakan dan menyusun pedoman serta juknis pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan daerah guna menunjang pelaksanaan tugas
1. Sub. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penetapan berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas
2. Sub. Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan kegiatan penerimaan, penagihan dan pelaporan pendapatan daerah berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas

e. Bidang Aset 

Memimpin, merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis serta mengevaluasi kegiatan penatausahaan Barang Milik Negara berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah

1. Sub. Bidang Aset I;
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengeloaan aset meliputi pengadaan, penyimpanan / penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan/perbaikan, penghapusan, pengamanan dan pengawasan barang milik daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

2. Sub. Bidang Aset II
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengeloaan aset meliputi pengadaan, penyimpanan / penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan/perbaikan, penghapusan, pengamanan dan pengawasan barang milik daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

f. Bidang Akuntansi membawahi :

Memimpin, merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis serta mengevaluasi kegiatan akuntansi daerah berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah

1. Sub. Bidang Akuntansi I;
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku guna terselenggaranya akuntabilitas keuangan daerah

2. Sub. Bidang Akuntansi II

Memimpin, merencanakan dan melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku guna terselenggaranya akuntabilitas keuangan daerah


Adapun dalam implementasinya, seringkali kegiatan besar dilaksanakan secarabersama yang melibatkan Semua daerah terlibat aktif dalam kegiatan ini, yang menumbuhkan rasa persatuan yang kuat dan dapat menghasilkan kegiatan yang berkualitas karena mendapat dukungan dari seluruh komponen organisasi. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai tahapan dan sukses. Sebaliknya, Sumber Daya Aparatur Sipil Negara sangat terkendala, yang seringkali mengakibatkan ASN memiliki beban kerja yang melebihi jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, mereka sering bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dalam waktu yang telah ditentukan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah, tanggung jawab masing-masing pejabat yang cukup kompleks dapat diuraikan. Fungsi Dan Tata kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Boalemo 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD Kab. Boalemo








Dukungan sumber daya manusia, aset/sarana, dan infrastruktur yang dimiliki sangat penting untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya di lembaga keuangan dan aset daerah Kabupaten Boalemo, baik secara administratif maupun operasional. Badan Keuangan dan Aset Daerah saat ini didukung oleh 63 (tujuh puluh delapan) Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan di BKAD Kabupaten Boalemo, serta 41 (empat puluh satu) Personel Penunjang Kegiatan dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam. Dokumen perencanaan, hasil perencanaan, dan dokumen pendukung lainnya harus disiapkan sedetail mungkin agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dalam hal pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan daerah karena badan keuangan dan kekayaan daerah memiliki tugas dan fungsi yang cukup penting.

Untuk mencapai tujuan organisasi, setiap bagian organisasi didorong untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem yang kuat. Pelaksanaannya selalu dilakukan secara tim sehingga keputusan yang diambil bersifat kolektif bukan mewakili kepentingan masing-masing individu. Namun, yang muncul adalah kebijakan yang merupakan hasil diskusi tim. Kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cukup membantu pemerintah daerah mewujudkan visi Boalemo Maju, Mandiri, dan Religius telah dihasilkan oleh manajemen kerja yang efisien, tepat waktu, dan tanggap hingga saat ini.
Visi dan Misi BKAD


Visi Kabupaten Boalemo merupakan hasil pertimbangan yang matang dalam membuat kebijakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo merupakan cita-cita yang menjelaskan arah yang akan ditempuh organisasi ke depan, memastikan bahwa visi tersebut selalu didasarkan pada kondisi yang ada serta isu dan tantangan yang prospektif. Berdasarkan kajian dan pendalaman, maka Visi dan Misi Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :
A. Visi 

Mengacu pada dasar pemikiran yang telah telah diurai sebelumnya maka rumusan Visi Jangka Panjang Pembangunan Kabupaten Boalemo 2011-2025 yaitu: 
“BOALEMO YANG MAJU, MANDIRI DAN RELIGIUS “

Kata kunci dalam Visi tersebut diuraikan sebagai berikut :

· Boalemo Maju, merupakan keinginan atau tujuan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Boalemo yang memiliki perekonomian yang dapat diandalkan, sumber daya manusia yang memiliki kualitas hidup yang baik dan produktif, serta didukung oleh sistem hukum dan pemerintahan yang berintegritas.

Dengan suasana yang demikian maka setiap masyarakat akan berpacu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

· Boalemo Mandiri, yang mengacu pada tujuan pemerintah daerah untuk menciptakan masyarakat dan sistem tata kelola yang mampu mengelola dinamika lingkungan strategis, menyelesaikan masalah dengan hanya mengandalkan sumber daya yang tersedia, dan bertindak untuk kepentingan terbaik masyarakat dan sekitarnya daerah.
· Keagamaan Boalemo, yang mengacu pada keinginan masyarakat Boalemo untuk secara konsisten menampilkan prinsip-prinsip agama dalam perilaku dan tata cara pemerintahan.
B. Misi 


Pada hakekatnya, misi merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan visi tersebut di atas. Dengan kata lain, misi tersebut menguraikan beberapa inisiatif pembangunan utama yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Tiga (tiga) misi pembangunan dilaksanakan oleh Kabupaten Boalemo untuk mewujudkan visi pembangunannya. 
1. Menjadikan Perekonomian Boalemo Handal dan Kompetitif 
2.  Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten Keagamaan 
3. Mewujudkan Pemerintah Daerah Boalemo yang Dapat Dipercaya
4.2 Hasil Penelitian 
Tabel 4.1 Perbandingan Laporan Target Dan Realisasi PAD Sebelum dan Selama Covid – 19

	NO 
	SEBELUM COVID - 19
	SELAMA COVID - 19 

	
	TAHUN
	TARGET
	REALISASI
	TAHUN
	TARGET
	REALISASI

	1
	2018
	50,121,011,938.00
	56,019,131,871.56
	2020
	54,614,203,901.00
	49,421,535,157.15

	2
	2019
	69,752,764,281.00
	70,374,071,016.05
	2021
	54,057,606,538.04
	54,699,510,321.26


Di lihat dari table di atas perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Boalemo dari tahun 2018 hingga 2021 hanya satu tahun yang tidak terealisasikan sesuai target yaitu pada tahun 2020 dan hal ini di sebabkan adanya Wabah Covid 19. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang berhubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah.
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah Sebelum Covid 19.

a. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran yang harus diberikan kepada daerah oleh orang atau organisasi yang kewajiban moralnya mewajibkan mereka untuk mematuhi hukum, tanpa menghadapi akibat langsung, dan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan lokal untuk kemakmuran lingkungan yang lebih besar. Kabupaten dan kota memungut jenis pajak berikut. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti tentang bagaimana Realisasi Sumber PAD dalam hal ini Pajak Daerah sebelum Covid 19  bapak Adris Adjie, S.Sos, M.Si selaku Sekretraris BKAD menjelaskan bahwa:

“ Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini penerimaan pajak Daerah sebelum wabah Covid 19 realisasi Pajak daerah diatas dari target yang diinginkan, pendapatan tersebut bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pendapatan Lainnya.”
Pernyataan tersebut dipertegas oleh Bapak Irvan Uwade, S.Sos, M.Si selaku Kabid Pendapatan Menyatakan bahwa:

“ Penerimaan Pajak Daerah memiliki tren peningkatan dari tahun ke tahun. Sebelum terdampak wabah covid 19 dari Tahun 2018 sampai tahun 2019 realisasi pajak Daerah menglebihi dari target yang terealisasi.”
b. Retribusi Daerah 


Sumber pendapatan daerah merupakan  pungutan daerah. pungutan daerah adalah iuran daerah selaku pembayaran penggunaan ataupun  akibat  memproleh pelayanan atau  profesi  maupun  jasa  pemerintah daerah serta pelayanan upaya milik  daerah buat yang bersangkutan berdasarkan pelayanan yang diserahkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari keberhasilan. Realisasi Retribusi daerah tidak selamanya menglebihi dari target yang diinginkan. hal ini dapat dilihat dari data dan hasil wawancara.. hal ini dijelaskan oleh bapak Bapak Irvan Uwade, S.Sos, M.Si selaku Kabid Pendapatan bahwa:

“ Di lihat dari data yang ada realisasi Retribusi Daerah Memang mengalami Penurunan, terdapat bebarapa retribusi daerah yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.”
Pernyataan Tersebut d pertegas oleh bapak Yusuf Bunta, S.Sos

“ Dalam retribusi daerah, ada beberapa retribusi daerah yang paling banyak memenuhi target pendapatan yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan PKM, retribusi Parkir, dan retribusi pelelangan ikan. ke tiga retribusi tersebut dapat menunjang pendapatan daerah“  

c. Lain lain Pendapatan Daerah
Penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. sektor ini sedang terbatas namun dibandingkan  dengan laba  industri daerah serta penyambutan respons dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih bagus dalam memberikan sumbangan pada pendapatan asli daerah serta relative menyeluruh buat tiap-tiap daerah. Upaya daerah selaku sumber pendapatan daerah itu patut disetorkan terhadap kas daerah serta diatur dalam peraturan daerah.Penerimaan ini melingkupi sewa  rumah daerah, sewa  kantor serta tanah milik  daerah, servis giro, hasil perjualan barang-barang, sisa kepunyaan daerah pendapatan hasil eksekusi serta garansi, sanksi pajak, serta penerimaan-penerimaan lain yang sah bagi undang-undang. 

Menurut penjelasan dari bapak Muzakir Pakaya bahwa:

“ Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan pendapatan yang menjadi tambahan penghasilan bagi pemerintah, sebelum wabah covid 19 ini pendapatannya dari tahun ketahun ada peningkatan.”

Hal ini dipertegas oleh bapak Yusuf Bunta bahwa :
“ yang paling banyak dalam Penerimaan PAD yang sah yaitu Penerimaan bunga deposito antar semua Bank yang berada di Kabupaten Boalemo, dan Tuntutan Ganti kerugian daerah ( TGR ) penerimaan pendukung lainnya di atas dari standar. “

d. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan 

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan meliputi bagian laba atas pernyataan Modal pada perusahaan Milik swasta. Menurut penjelasan Bapak Irvan Uwade bahwa : 
“ Laba atas perusahaan milik swasta dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan.”

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa kinerja pendapatan asli daerah di Kabupaten Boalemo menunjukkan trend Positif atau terjadi kenaikan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2018-2019 dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah setelah dianalisis bahwa sebelum adanya pandemi covid-19 pada tahun 2018 tingkat efektivitas pendapatan asli daerah masih cukup efektif. 
4.2.2 Pendapatan Asli Daerah Selama  Covid 19.

Covid-19 berdampak negatif pada sektor perekonomian dunia. Naiknya angka pengangguran, kemampuan daya beli masyarakat yang menurun disertai pertumbuhan ekonomi yang juga menurun. Hal tersebut berhubungan dengan penurunan pendapatan negara dari sektor perpajakan, aktivitas ekonomi dari sisi produsen dan sisi konsumen yang berkurangnya akibat Covid-19, sehingga mengakibatkan menurunnya penghasilan masyarakat/perusahaan. Negara mengandalkan salah satu instrumen yaitu pajak, salah satunya adalah Negara Indonesia. Dalam merespon pandemi Covid-19, pajak digunakan oleh pemerintahan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadsap perekonomian, sehingga pemerintahan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi terdampak Covid19 dengan pajak.
Ada beberapa Pendapatan Daerah yang menurun akibat adanya covid 19 yaitu Pajak Daerah, Retribusi daerah, Lain – lain Pendapatan daerah, dan hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

a. Pajak Daerah 

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan suatu negara yang didapat dari iuran wajib warga negara secara individu ataupun badan tertentu baik yang ditarik oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, sehingga dalam pengelolaan Pajak Daerah perlu dikelola secara baik dan tepat sasaran bahkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah meski dalam kondisi pandemic global sekalipun. Berdasarkan pengamatan tentang Pengelolaan Pajak Daerah yang dilakukan berdasarkan fungsi pengelolaan. Namun dalam Masa Pandemi Covid 19 menimpa negara kita Pendapatan Asli Daerah menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini di jelaskan oleh bapak Irvan Uwade, S.Sos, M.Si bahwa 
“Selama Pandemi Covid 19 pada tahun 2021 target Pendapatan asli daerah kabupaten boalemo yang ditargetkan sebesar Rp. 59.000.0000.000 karena adanya covid maka kita turunkan menjadi Rp.54.000.000.000 hal ini disebabkan karena ada beberapa jenis pajak yang tidak optimal diantaranya pajak hotel yang selama pandemi ditutup selama beberapa bulan.”
Hal ini dipertegas oleh bapak Rinto Umar, S.Ap bahwa

“ Pendapatan Pajak Daerah juga menurun dalam hal pemungutan pajak untuk PBB Sektor Perkotaaan dan Sektor Pedesaan,banyak hambatan - hambatan dalam pemungutan pajak daerah seperti menurunnya Pajak Daerah dalam hal ini pajak Restoran, pajak Penginapan karena selama Pandemi restoran maupun penginapan ditutup.

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pendapatan retribusi adalah sangat signifikan terutama pendapatan rata-rata sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19 secara keseluruhan mengalami penurunan. Hal ini di tegaskan oleh bapak Yusuf Bunta, S.Ap bahwa :
“ selama Pandemi Covid 19 Terdapat beberapa retribusi daerah yang mengalami penurunan seperti dari beberapa pasar yang tidak beroperasi sehingga penerimaan Retribusi pasar menurun dan dari sektor pariwisata”
Hal ini sejalan dengan penjelasan dari bapak Muzakir Pakaya, S.Ap yang menyatakan bahwa:


“ lain halnya dengan Retribusi Pasar pada masa pandemi covid 19 pemungutan PAD sangat minim karena pedagang lebih sedikit dari sebelum covid karena msih diterapkan PSBB bagi pemerintah Daerah.” 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh pada masa Pandemi Covid- 19 karena target dan realisasinya tidak mengalami penurunan. Hal ini dijelaskan oleh Kabid Pendapatan bapak Irvan Uwade, S.Sos, M.Si 
“ Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun ke tahun target dan realisasinya tidak mengalami penurunan. Karena pendapatannya pendapatannya bersumber dari bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan.”

d. Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada masa covid 19 realisasinya meningkat dari target yang ditetapkan ada juga beberapa pendapatan mengalami penurunan. Namun hal ini tidak dapat mempengaruhi target yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Hal ini ini ungkapkan oleh bapak Andris Adjie, bahwa :

“ ada beberapa Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mengalami penurunan seperti Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan beberapa Penerimaan Bunga Deposito Bank. Tapi pendapatan tersebut tidak berpengaruh pada pendapatan asli daerah.”
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Target PAD di kabupaten Boalemo dari tahun 2018 hingga 2021 hanya satu tahun yang tidak terealisasikan sesuai target yaitu pada tahun 2020 dengan hal ini di sebabkan adanya faktor internal maupun faktor external, yang menjadi faktor internal adalah Penunjang operasional yang masih perlu di butuhkan dalam rangka penagihan PAD, Selain itu faktor external juga sangat berpengaruh terhadap realisasi PAD, yaitu Wabah Covid-19. 
4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pendapatan Asli Daerah Sebelum Covid -19 

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten boalemo  disusun secara terukur dan rasional dengan memperhatikan potensi daerah dan juga memberikan wewenang secara luas bagi pemerintah daerah dari pusat untuk meningkatkan PAD nya yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
4.3.2 Pendapatan Asli Daerah Selama Covid 19 

Pandemi Covid-19 memang berdampak terhadap pendapatan daerah di Kab. Boalemo. Penurunan yang sangat berpengaruh dari pendapatan sebelumnya. Banyak sektor ekonomi masyarakat yang terdampak hingga tidak bisa menghasilkan PAD. kegiatan ekonomi masyarakat banyak yang terhenti akibat Penerapan PSBB dan PPKM. Seperti di sektor pariwisata sangat berdampak karena usaha mereka terhenti sementara Ini, Padahal sektor pariwisata menghasilkan PAD yang sangat besar, tapi saat pandemi Covid-19 ini tidak ada pemasukan. Namun  hal ini tidak luput dari peran pemerintah kabupaten boalemo. Upaya Pemerintah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan sedemikan rupa tanpa menambah beban masyarakat, tapi melalui upaya peningkatan pelayanan, meningkatkan produktifitas unit pelayanan, perbaikan sistem pemungutan dan intensifikasi sumber pendapatan daerah. 

Pendapatan Asli Daerah dari Sebelum pandemi covid 19 dan selama Pandemi Covid 19 hanya memiliki perbandingan sedikit, karena dari hasil penelitian yang mengalami penurunan kenaikan tersebut hanya terdapat dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun Hal ini dapat di atasi oleh pemerintah daerah dengan berbagai upaya uoaya yang bisa mengoptimalkan PAD. Hasil dari upaya pemerintah Kabupaten Boalemo dapat kita lihat dari realisasi tahun 2021 yang melebihi target yang di tetapkan, dengan kata lain kabupaten boalemo telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa Sumber PAD yang ada di Kabupaten Boalemo Adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Dan Hasil Pengelolaan Yang di Pisahkan. Target dari PAD dari Tahun 2018 mengalami peningkatan. Sementara itu, pada tahun 2020 terjadi penurunan dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021, hal ini di sebabkan oleh dua hambatan Yaitu Hambatan Internal Seperti kinerja Dari Pegawai BKAD dan juga hambatan dari external yaitu adanya pandemic Covid-19, hal ini menunjukan bahwa Kabupaten boalemo mengalami Trend pendapatan asli daerah, namun hal ini tidak luput dari peran pemerintah yang terus berupaya agar PAD kabupaten boalemo melebihi target yang di tetapkan, yaitu dengan cara penerapan transaksi non elektroni (CRIS).

5.2 Saran

1. Sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah harus lebih diperhatikan lagi agar tidak terjadi penurunan yang sangat jauh setiap tahunnya .

2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian baik secara teknis maupun penatausahaan.

3. Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo  harus memiliki sikap yang optimis dalam hal penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena mengingat hal tersebut masih dalam control penuh daerah. Utamanya dalam mengoptimalkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah karena jika dilihat dari Realisasi tahun 2021 sudah terealisasi sesuai dengan target tapi hanya ada peningkatan sedikit agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai dengan optimal.
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ABSTRAK

NURHAYATI IKANO. E1119062. ANALISIS TREND PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN BOALEMO (STUDI KOMPERATIF
SEBELUM DAN SELAMA COVID 19)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui trend Pendapatan Asli Daerah sebelum
dan selama Covid-19 di Kabupaten Boalemo. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh peneliti, bahwa Sumber PAD yang ada di Kabupaten Boalemo
adalah pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah lain-lain yang sah, dan
hasil pengelolaan yang dipisahkan. Target dari PAD dari Tahun 2018 mengalami
peningkatan. Sementara itu, pada tahun 2020, terjadi penurunan dan terjadi
peningkatan kembali pada tahun 2021. Hal itu disebabkan oleh dua hambatan, yaitu
hambatan internal, seperti kinerja dari pegawai BKAD dan juga hambatan dari
eksternal yaitu adanya Pandemik Covid-19. Hal itu menunjukan bahwa Kabupaten-.

Boalemo mengalami trend pendapatan asli daerah. Namun hal itu tidak Iuput dari’s )\

peran pemerintah yang terus berupaya agar PAD Kabupaten Boalemo/ melebihi
target yang ditetapkan, yaitu dengan cara penerapan transaksi non- elektronlk”"

(QRIS).

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, trend, sebelum dan selama Covid 19
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ABSTRAK
Nurhayati lkano, NIM E1119062. Analisis Trend Pendapatan Asli Daerah Di
kabupaten Boalemo ( Studi Komperatif Seblum Dan Selama Covid 19). Skripsi,
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo. Pembimbing:
(1) Dr. Bala Bakri,S.Ip., S.Pi.,SE. MM dan (II) Dr. Nur Lazimatul H.S,S.Akun, M.Ak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui Trend Pendapatan Asli
Daerah sebelum dan selama Covid-19 di Kabupaten Boalemo. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Sumber PAD yang ada di Kabupaten
Boalemo Adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah Dan Hasil Pengelolaan Yang di Pisahkan. Target dari PAD dari Tahun 2018
mengalami peningkatan. Sementara itu, pada tahun 2020 terjadi penurunan dan
terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021, hal ini di sebabkan oleh dua hambatan
Yaitu Hambatan Internal Seperti kinerja Dari Pegawai BKAD dan juga hambatan dari
external yaitu adanya pandemic Covid-19, hal ini menunjukan bahwan Kabupaten
boalemo mengalami Trend pendapatan asli daerah, namun hal ini tidak luput dari
peran pemerintah yang terus berupaya agar PAD kabupaten boalemo melebihi target

yang di tetapkan, yaitu dengan cara penerapan transaksi non elektroni (CRIS).

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah,Trend ,Sebelum dan Selama Covid 19
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik harus dapat memberikan akuntabilitas publik dengan
laporan keuangannya karena mereka adalah badan yang mengontrol uang rakyat.
Pemerintah menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara otonom sesuai dengan konsep
otonomi dan tugas pembantuan, mengutip amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang disahkan, termasuk@ndang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, agar otonomi daerah dapat lebih efektif dijalankan.

Di era otonomi daerah saat ini, daerah mengantongi wewenang yang lebih
besar buat menata serta mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu karakteristik
dari keterampilan sebuah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah
berlokasi pada keterampilan daerah buat mengatur keuangannya. Oleh karna itu
daerah perlu mempunyai wewenang serta keterampilan buat menggali sumber-
sumber Kkeuangannya sendiri, mengatur serta memanfaatkannya untuk

menyelenggarakan pemerintah serta pembangunan daerahnya.
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Dengan diberlakukannya Undang-Undang No0.23 Tahun 2014 Pemerintah
Kabupaten/Kota selaku daerah otonomi dituntut buat bisa meningkatkan serta
memaksimalkan seluruh kemampuan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah
bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil pungutan daerah, pengurusan
kekayaan yang dilegalkan serta penghasilan daerah yang sah yang menjadi sumber

penghasilan Asli Daerah (PAD).

Rina Dwicahyanti (2017)*Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber
penerimaan daerah yang dikelola oleh pemerintanh daerah, oleh karena itu
keberhasilan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah dapat dilihat dari
pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah meliputi pendapatan pajak
daerah, pendapatan pungutan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dilegalkan serta pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap
daerah berbeda-beda. Daerah yang ada pertumbuhan dibidan perusahaan dan
mempunyai kekayaan alam yang banyak mengarah pada PAD jauh lebih besar
daripada daerah yang ada, seperti itu pula kebalikannya. Karena itu berlangsung
kesenjangan @endapatan Asli Daerah. Disatu sisi terdapat daerah yang sungguh
kaya karena ada PAD yang tinggi dan disisi lain terdapat daerah yang terbengkalai

karena PAD yang rendah .

Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber pembiayaan yang setidaknya berguna
dimana bagian khususnya yaitu penerimaan yang berawal dari pajak dan pungutan
daerah. berlandaskan%ndang-Undang nomor 28 Tahun 2009 perihal Pajak serta

Retribusi yaitu partisipasi harus pada daerah yang terutang oleh orang individu
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maupun institusi yang berwatak mendesak berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapati upah secara langsung dan digunakan untuk keinginan daerah untuk
kenyamanan rakyat. Retribusi daerah maupun meretribusikan berdasarkan UU Nomor
28 tahun 2009 tantang sesuatu pajak daerah yaitu pengumpulan daerah ada 3 macam
pembayaran dengan pelayanan maupun pemberian persetujuan terpilih yang tertentu
diadakan dan telah diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kebutuhan orang

individu atau institusi Dewi Riani Gani, (2013).

Peningkatan penghasilan Asli Daerah (PAD) kian besar seiring dengan
semakin banyaknya wewenang pemerintahan yang dilimpahkan terhadap daerah
pengalihan personil, perlengkapan, pembiayaan, serta arsip ke daerah dalam jumlah
yang besar. Namun hal ini di hambat oleh adanya Pandemi Covid 19. Masalah Covid-
19 berpengaruh pada perlambatan perkembangan ekonomi, pengurangan penghasilan
daerah, kenaikan upah daerah serta pembiayaan daerah. semenjak awal sampai
triwulan pertama tahun 2020, nyaris segenap negara di bumi, terhitung Indonesia,
pernah terkena Covid-19. Pandemi  Covid-19 pernah memicu disrupsi pada
kehidupan manusia , mengakibatkan terhentinya kegiatan ekonomi di segenap negeri

serta berdampak terbentuknya resesi di bumi.

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu daearah otonomi, dan daerahnya
terutama bergantung pada PAD, sehingga perlu perhatian khusus pemerintah untuk
menjaga dan mengoptimalkan PAD daerah. Menurut pengamatan pertama peneliti,
PAD belum bisa memberikan banyak dukungan terhadap struktur PAD APBD.

Karena merupakan daerah tersendiri dan masih didominasi oleh penerimaan dari dana
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DAU,DAK dan Perimba, maka sangat bergantung pada PAD. Akibatnya seringkali
ada kepentingan khusus pemerintah dalam memelihara dan memperkuat PAD di
daerah untuk efisiensi dan Kketepatan yang lebih besar dalam menciptakan
kesejahteraan masyarakat. PAD didominasi oleh impor DAU, DAK dan
pertimbangan anggaran lainya dari struktur PAD APBD, sehingga untuk observasi

awal penelitian bila tidak didukung dengan baik.

Selain belum dapat menopang secara signifikan Kondisi darurat yang dialami
seluruh dunia saat ini mempengaruhi aktivitas perekonomian sehingga pengaruh
pendapatan asli daerah di Kabupaten Boalemo. keadaan pandemi Covid-19
menghambat pendapatan asli Daerah. kemampuan guna peningkatan pendapatan asli
daerah sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid 19. bermacam akibat yang dirasakan
sudah bermunculan tentang ekonomi yang menjumpai kelambatan serta tidak
melengkapi sasaran yang didetetapkan, banyak sebab yang pengaruhi itu kecuali
menyusutnya energi beli serta energi saing rakyat khususnya dalam keadaan pandemi
ini serta keterbatasan yang tidak dapat digeluti alhasil membawa imbas bagus
penyusutan penerimaan negara serta daerah Paramitha, A. A. (2021). Menanggapi
pandemi Covid-19, permasalahan pengurusan finansial daerah serta perkiraan daerah
patut digeluti dengan lebih hati-hati di mana perhitungan Pendapatan serta berbelanja
Daerah (APBD) adalah instrumen prosedur yang pokok buat penguasa daerah agar
lebih kepiawaian pendapatan asli daerah guna menyokong aktivitas pemerintahan

Onibala, A.,Rotinsulu(2021)
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Laporan realisasi anggaran PAD daerah selama lima tahun tarakhir dari tahun
2017 sampai dengan tahun 2021 yang termasuk dalam perbandingan antara hasil
realisasi untuk capaian target yang dibuat, dapat menunjukkan sejauh mana perhatian
pemerintah terhadap peningkatan PAD. Serta besarnya pendapatan daerah

dikabupaten boalemo. Tabel dibawah ini menunjukkan penerimaan pajak daerah.

Tabel 1.1 Laporan Target Dan Realisasi PAD

NO | TAHUN TARGET REALISASI TREND
1 2018 50,121,011,938.00 | 56,019,131,871.56 112 %
2 2019 69,752,764,281.00 | 70,374,071,016.05 101 %
3 2020 54,614,203,901.00 | 49,421,535,157.15 90 %
4 2021 54,057,606,538.04 | 54,699,510,321.26 101 %

Melihat Tabel di atas, dari tahun 2018 sebelum Covid 19 sampai dengn tahun
2019 sebelum Covid 19 Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dapat terealisasi melebihi
target yang dianggarkan, baik dilihat dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame,
penerangan jalan, PBB,BPHTB, galian C, dan adapun kesadaran masyarakat atas
pembayaran pajak. Hal ini dilihat dari penggalian penerimaan pajak terhadap objek
serta subjek yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi pemerintah daerah.
Di saat pandemi Covid — 19 melanda Indonesia terutama di Kabupaten Boalemo
Realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) menurun dari Tahun sebelumnya. Tahun
2020 realisasi PAD menurun dilihat dari data realisasi pendapatan daerah di hitung

dari hasil pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, PBB ( Pajak Bumi Bangunan ) dan
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BPHTB. Ditahun 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) mulai ada
peningkatan dari tahun sebelumnya tapi tidak memenuhi target yang di anggarkan.
Hal ini membuktikan bahwa simasa pandemic covid — 19 mempunyai dampak pada

@endapatan Asli Daerah ( PAD ) di Kabupaten Boalemo.

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah, dan sumber daya daerah lainnya yang sah. Salah satu sumber utama dan

paling signifikan dari pendapatan daerah untuk pemerintah kota adalah pajak daerah.

Saifuddin, A. dan Abdullah M. melakukan penelitian (2022). Dampak
pandemic covid — 19 terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, dan lain — lain.
Temuan studi menunjukkan bahwa tujuan keuangan tertentu untuk tahun 2020,
terutama yang berkaitan dengan penerimaan PAD, tidak tercapai akibat dari wabah
covid — 19 . Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengingat uraian diatas,
Tren Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebelum dan selama wabah ini. Untuk
menawarkan konteks saat ini dan kedepannya untuk memahami bagaimana pandemi
akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ketika dari sisi

pendapatan daerah tertekan.

Pada bagian diskusi berfokus pada mengatasi tantangan yang ditimbulkan
oleh pandemi serta mengetahui perubahan pendapatan asli daerah akibat kejadian luar
biasa ini dan menyarankan arah untuk penelitian di masa depan. Penelitian ini
memiliki kebauran di mana data Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan

kejadian sebelum Covid-19 dan setelahnya.
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Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi
rumusan masalah adalah bagaimana Trend Pendapatan asli daerah sebelum dan

selama Covid-19 di Kabupaten Boalemo ?

Maksud dan Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah pokok yang diuraikan diatas, maka yang menjadi maksud
tujuan penelitian ini untuk mengetahuiTrend Pendapatan Asli Daerah sebelum dan

selama Covid-19 di Kabupaten Boalemo.

Manfaat Penelitian
1. Manfaat Secara teoritis.

a.  Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan serta memperkaya
khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bahasan tentang pendapatan
asli Daerah.

b.  Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khusunya tentang Trend
Pendapatan Asli Daerah sebelum dan selama Covid — 19.

2. Manfaat Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti
selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah pendapatan asli Daerah
dimasa Pandemi Covid-19.

3. Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya

dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.





BAB I1

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Otonomi Daerah

Suharizal, Muslim Chaniago (2017) Arti harafiah otonomi teritorial berasal
dari kata “otonomi dan wilayah”. Otonomi adalah kata majemuk dari "autos", bahasa
Yunani untuk "sendiri” dan "nomos" yang berarti konvensi dan hukum, dan
kekuasaan untuk mengatur dan mengatur diri sendiri atau mempersiapkan operasinya.
dapat dipahami.Daerah itu sekarang menjadi badan hukum dengan batas-batas

wilayah.

Menurut pakar Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah kekuasaan untuk
mengatur dan mengelola anggaran daerah. Di samping itu,Ateng Sairifudin, di sisi
lain, mengkonseptualisasikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemerdekaan
wilayah itu sendiri, tetapi dicapai dengan memberikan kesempatan yang bertanggung
jawab dari pada kebebasan atau kemerdekaan yang terbatas. Sireef Saleh
mengesahkan otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur sendiri dan mengatur
daerah, yang dibuat oleh pemerintah pusat. Benjamin Hosen menjelaskan bahwa
otonomi daerah merupakan posisi informal di luar pemerintah pusat, Pemerintah
untuk rakyat dan rakyat tanah negara. Bagi Marion, kotamadya adalah kemandirian
kotamadya, yang memungkinkannya untuk membangun inisiatifnya sendiri dalam

organisasi yang mengelola dan memperluas sumber energi local dengan kebutuhan
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penduduk setempat Otonomi daerah bebas bekerja sebagaimana mestinya. Di sisi

lain, Philip Mallwood
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mendefinisikan otonomi teritorial sebagai pemerintah daerah, memiliki kewenangan
sendiri yang terpisah dari kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah dan

memiliki asal objektif dalam hal kerja oposisi.

UU otonomi daerah tahun 2014 definisi otonomi daerah yaitu hak, kekuasaan,
dan tanggungjawab daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri tuntutan
dan kepentingan politiknya dituangkan dalam UU otonomi daerah nomor 23.
Penduduk asli membutuhkan perhatian kita. Setara dengan aturan dan hukum. Oleh
karena itugtonomi daerah dapat dipahami sebagai kewenangan atau kekuasaan suatu
wilayah atau daerah untuk mengatur dan menata kebutuhan wilayah atau daerah.
Pengertian luas Lukman Santoso (2015) dapat dipahami sebagai kewenangan atau
kekuasaan suatu daerah atau daerah yang secara mandiri mengelola dan mengurus
kebutuhan suatu daerah atau daerah kerakyatan, dimulai dari keseimbangan sosial,
politik dan ekonomi. , praktek dan pemahaman. Tergantung pada adat dan lingkungan

setempat.

Dalam periode perbaikan Pemerintah sudah menghasilkan 2 kebijakan
mengenaiQtonomi daerah. Pertama vyaitu UU No0.22 tahun 1999 mengenai
penguasaan Daerah serta UU No0.25 tahun 1999 mengenai Pertimbangan moneter
antara penguasa Pusat serta Daerah. Kedua yakni UU No0.32 tahun 2004 mengenai
Pemerintahan Daerah serta UU No0.33 tahun 2004 mengenai Perimbangan moneter
antara Pemerintah Pusat serta Daerah. UU yang diucap kedua ini yaitu perbaikan

karena UU yang dituturkan pertama . sekarang sudah diubah lagi oleh Undang-
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undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang

pemerintahan daerah.

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Otonomi pajak daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dengan
desentralisasi perpajakan merupakan dua cara pelaksanaan otonomi daerah.
Desentralisasi Fiskal Pravirosetoto (Pujiati 2006) Merupakan hak dan pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab untuk memungut ketentuan perpajakan, termasuk
perspektif perolehan (alokasi pajak) atau perspektif pengeluaran (allocation of cost).
Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa
public yang berkaitan dengan dengan desentratralisasi fiscal, dengan kata lain
desentralisasi fiscal adalah sistem dimana sejumlah entitas pemerintahan bertanggung
jawab untuk mentransfer dana lebih besar ke pemerintah yang lebih kecil untuk
mendukung operasi dan layanan public mereka (saragih 2003).

Dukungan keuangan diberikan kepada pemerintah daerah sehinggah mereka
dapat menangani tugas — tugas yang berada dibawah lingkup mereka. Daerah
diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri melalui
desentralisasi perpajakan. Daerah diberikan kewenangan untuk mencari sumber
pendapatan yang sesuai dengan kapasitasnya. Prinsip desentralisasi pajak money —
follow — function memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
menjalankan pera@elayanan dan pembangunan daerah. Pemerintah pusat membantu
dengan mengalokasikan sumber — sumber penerimaan kepada daerah agar dapat

dikelola seefisien mungkin agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan
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komitmen dan tugasnya. Pemerintah Pusat pula memberikan uang pemindahan yang
mampu diatur daerah dalam pembiayaan pengaturan Pemerintahan Daerah.
Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah saat ini dan mengatasi
kesenjangan pendapatan dengan pemerintah pusat. Daerah harus dapat meningkatkan
kapasitasnya untuk mengkaji kemampuan pendapatannya guna mengurangi
ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat melalui anggaran
transfer.

Salah satu komponen kunci dari desentralisasi adalah desentralisasi pajak.
Jika pemerintah daerah melakukan tugasnya dan diberikan otonomi dalam
pengambilan keputusan atas nama masyarakat, maka perlu mendapatkan dukungan
dari pemerintah faderal dalam bentuk subsidi, pinjaman, atau bentuk bantuan
keuangan lainya. Berasal dari pendapatan asli (PAD), yang dapat berupa pajak
tambahan, pinjaman, atau anggran perimbangan pemerintah pusat. Pemerintah pada
hakekatnya mengemban 3 peranan mendasar, antara lain peranan pengiriman,
peruntukan serta penstabilan peranan peruntukan yaitu kedudukan negeri dalam
mendistribusikan sumber energi ekonomi supaya terlahir dengan cara berdaya guna,
adalah kedudukan negeri dalam sediakan benda yang tidak sanggup diadakan oleh
pasar. peranan pengiriman yaitu kedudukan negeri dalam mempengaruhi pengiriman
pemasukan serta kekayaan buat menjamin terdapatnya kesamarataan dalam
menyusun pengiriman pemasukan. peranan penstabilan merujuk pada kegiatan negeri
dalam mempengaruhi totalitas tingkatan pengangguran, perkembangan ekonomi serta

harga. Dalam ini negeri memanfaatkan peraturan perkiraan buat kurangi
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pengangguran, kemantapan harga serta tingkatan perkembangan ekonomi
berkelanjutan .

Berdasarkan faktor-faktor berikut kami berpendapat bahwa pelaksanaan
desentralisasi perpajakan di Halim (2007) akan berhasil ketika ada pemerintah pusat
ditempat yang dapat memantau dan menegakan, ketika mengumpulkan pajak dan
retribusi daerah, tanggung jawab dan wewenang seimbang. Dukungan politik,
keputusan manfaat dan biaya harus dibuat secara terbuka dan demokratis ditingkat
daerah. dimana para pemangku kepentingan dapat mempengaruhi keputusan ini dan
Perumusan keputusan kebijakan yang diambil dengan dukungan kapasitas
kelembagaan dan administrasi yang diinginkan sesuai kebutuhan pemerintah menjadi
tanggung jawab masyarakat. Kualitas SDM menggantikan peran Pemerintah Pusat
yang ada.

2.1.3@endapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah, hasil kompensasi
daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang ditugaskan dan lain-lain untuk
memberikan gelar daerah sambil mencari peluang keuangan dalam penyelenggaraan
daerah Ini adalah keuntungan serta Pelaksanaan desentralisasi. UU RI No. 28
Februari 2009, beserta pajak dan iuran daerah, pendapatan asli daerah yaitu pajak
daerah, iuran daerah, pengelolaan barang milik daerah tersendiri dan pendapatan asli
daerah lainnya yang sah berdasarkan mata uang daerah yang berasal dari daerah yang

bersangkutan Ini akan dikonfigurasi. Rudy Badruzin (2011).
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Dengan mengkaji susunan penerimaan daerah saat ini, salah satu upaya
dilakukan untuk mengkaji keahlian daerah departemen keuangan daerah dalam
kelembagaan untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Semakin
ketergantungan pada pusat, semakin kecil arsitektur pendapatan asli daerah dalam
penerimaan daerah. Masyarakat juga dipengaruhi oleh kelancaran pembangunan
sebagai akibat dari meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah. Pembangunan
jalan, pembangunan fasilitas umum, dan bidang pembangunan lainnya hanyalah

beberapa contoh.
9.1.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam usaha memperbesar kedudukan pemerintah daerah dalam
pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menjamin
gerakan operasional rumah tangganya. Implikasi penggunaan nilai-nilai teragregasi
dan perkiraan yang saling terkait untuk memulai perencanaan pemerintah daerah
ketika impor daerah dan pengeluaran daerah tidak dapat dipisahkan.

Seperti dengan Negara , sehingga daerah dimana masing-masing pemerintah
daerah memiliki peranan serta tanggung jawab buat menaikkan kesejahteraan
masyarakat dengan jalan mengaplikasikan pembangunan diseluruh sisi. Yuliati
(2000) Sumber pemasukan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali
dalam daerah yang berkaitan, yang terdiri:

A. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iuran yang harus diberikan kepada daerah oleh orang atau

organisasi yang kewajiban moralnya mewajibkan mereka untuk mematuhi hukum,
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tanpa menghadapi akibat langsung, dan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan
lokal untuk kemakmuran lingkungan yang lebih besar. Kabupaten dan kota

memungut jenis pajak berikut

1.  Pajak Hotel

Pajak penginapan yakni pajak dengan jasa yang disajikan oleh penginapan.
Hotel yakni sarana penyedia pelayanan rumah bermalam/peristirahatan terhitung
pelayanan terkait yang lain dengan dipungut upah, yang meliputi pula, penginapan,
wisma penginapan, pondok pariwisata, rumah pariwisata, penginapan, Akomodasi
dengan lebih dari 10 kamar seperti hostel.

Objek fajak penginapan yaitu jasa yang disajikan oleh penginapan dengan
pembayaran, terhitung pelayanan penongkat selaku totalitas penginapan yang cirinya
memberikan keringanan serta kenyamanan, terhitung sarana olah-raga serta
hiburan.Yang dimaksudkan dengan pelayanan penongkat yakni sarana telepon,
facsimile, teleks, internet, fotokopi , jasa mencuci, setrika, pengangkutan, serta sarana
sejenis yang lain yang disajikan maupun Manajemen hotel.

Mengacu penghasilan Asli Daerah ketetapan pasa 32 perkataan UU 28 Tahun
2009 itu, seandainya terdapat Fasilitas rekreasi yang terintegrasi ke dalam akomodasi,
seperti klub malam, spa, dan pusat kebugaran, mungkin akan dikenakan biaya. Jika
pembayaran dilakukan oleh pemerintah daerah yang merupakan otoritas perpajakan
dan operator hotel yang memiliki fasilitas hiburan, tarif pajaknya adalah 75% dan
pajak hotel adalah 10%.

2.  Pajak Restoran
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Pajak Restoran ialah pajak berdasarkan jasa yang diadakan oleh restoran.
Restoran ialah sarana penyedia hidangan serta/ataupun minuman dengan dipungut
upah, yang melingkupi juga rumah singgah, kafetaria, kedai, kios, kedai minuman,

diklasifikasikan dalam katering/jasa katering.

Layanan yang diberikan oleh restoran dianggap sebagai objek pajak restoran.
Penjualan makanan dan minuman yang dimanfaatkan oleh pelanggan, baik yang
dilakukan di lokasi pelayanan maupun di tempat lain, merupakan salah satu
pelayanan yang ditawarkan oleh pihak restoran. Dimulai dengan klausul ini,
meskipun pelanggan tidak menggunakan fasilitas restoran, mereka akan tetap
dikenakan pajak restoran untuk layanan pesan antar atau pesanan yang mereka penuhi

sendiri.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan Rahardja Adisasmita (2011) Pengelolaan hiburan dikenakan
pajak hiburan. Istilah "hiburan” mengacu pada segala bentuk pertunjukan,
pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian secara cuma-cuma. Layanan penyediaan
hiburan dengan biaya adalah fokus dari pajak hiburan. Satu-satunya jenis hiburan

yang dikenakan pajak adalah pendapatan asli daerah.

4.  Pajak Reklame
Pajak berdasarkan pengelolaan iklan dikenal sebagai pajak iklan. Objek, alat,
aktivitas, atau alat yang dikembangkan untuk tujuan yang menguntungkan dari

penerbitan, penyerahan, penawaran, atau penarikan perhatian pada produk, layanan,
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orang, atau lembaga yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau

dinikmati oleh publik disebut sebagai iklan.

5. Qajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan yaitu pajak yang dipungut dari hasil pemakaian energi listrik.
subjek pajak penerangan jalan yaitu pemakaian energi listrik, baik yang dikeluarkan
sendiri atau yang dihasilkan dari lain. Listrik yang dikeluarkan sendiri mencakup
segala pembangkit listrik.

Pengguna diharapkan mendapatkan energi listrik yang disediakan oleh
penyedia listrik, seperti PLN, sebagaimana peruntukan penggunaan energi listrik dari
sumber lain. Selama ini terjadi, tenaga listrik dihasilkan oleh tuas-tuas listrik yang
dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh orang-orang yang memanfaatkan
tenaga listrik. Jika terjadi pemadaman listrik, rumah sakit, penginapan, mall, pusat
perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya yang sering dikunjungi akan menggunakan

genset sebagai sumber listrik.

6. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB)

Pajak yang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas tanah
dan bangunan untuk memberikan keuntungan dan/atau meningkatkan status sosial
ekonomi bagi mereka yang memiliki properti atau memperoleh manfaat darinya. PBB
adalah biaya lain yang perlu dibayar agar tanah dan bangunan ada yang
menguntungkan manfaat seseorang atau badan dan status sosial ekonomi.

7. Pajak BPHTB





26

Ungkapan "BPHTB" sering muncul saat membeli dan menjual real estate
atau rumah. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih ragu dengan apa yang
dimaksud dengan BPHTBQndang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang BPHTB, semula mengatur tentang BPHTB. Menurut peraturan, BPHTB
adalah pajak—selanjutnya disebut pajak—yang dikenakan atas pembelian hak atas
tanah dan/atau bangunan.

S.Qajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak atas mineral dan batuan bukan logam adalah pungutan yang dikenakan
kepada orang yang mengambil mineral dan batuan bukan logam untuk
dimanfaatkan dari sumber alamnya yang ada di permukaan atau di dalam bumi.
B. RetribusiDaerah
Sumber pendapatan daerah merupakan pungutan daerah.pungutan daerah adalah
iuran daerah selaku pembayaran penggunaan ataupun akibat memproleh pelayanan
atau profesi maupun jasa pemerintah daerah serta pelayanan upaya milik daerah
buat yang bersangkutan berdasarkan pelayanan yang diserahkan baik secara langsung
maupun tidak langsung dari keberhasilan. Tiga kategori pajak daerah diakui:
a. Retribusi Jasa Umum
Mardiasmo (2011) (2011) Biaya pelayanan publik adalah retribusi berdasarkan
pelayanan publik. Tarif layanan publik berlaku untuk layanan yang disediakar@au
disediakan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan dan keuntungan masyarakat,

yang dapat diakses oleh individu atau lembaga.
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b. Retribusi jasa usaha
Retribusi layanan bisnis adalah pajak daerah yang dipungut oleh
pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan yang mereka berikan untuk
menerbitkan izin kepada orang atau organisasi yang memanfaatkan atau
memanfaatkan layanan bisnis.
C. Retribusﬁerizinan Tertentu

Obyek Retribusi perizinan khusus yaitu pelayanan prizinan oleh pemerintah
daerah pada orang individu ataupun badab yang dimaksudkan untuk pengaturan serta
pengawasan dengan tindakan eksploitasi ruang, pemanfaatan asal muasal daya alam,
barang , infrastruktur, usul ataupun kelestarian lingkungan.

Selain itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menguasai sektor
perekonomiannya sendiri yang diwakili oleh usaha daerah. Tujuan industri daerah
yang terdiri dari unit-unit produksi untuk meningkatkan pendapatan daerah,
menawarkan jasa, merencanakan kemaslahatan umum, dan memajukan
perekonomian daerah, dapat disamakan dengan pola pendirian dan pengelolaannya.

1) Gagasan pengelolaan industri daerah harus tetap mencari keuntungan dengan
maksud menyelamatkan industri. Setelah itu, sebagian hasilnya dimasukkan
ke kas daerah. Kolaborasi regional bisa efektif di bidang konstruksi,
transformasi, produksi peralatan, dan usaha serupa. Usaha daerah dapat
dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu: usaha yang diminta pemerintah
berupa industri baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

2) Pemerintah daerah menerima perusahaan dari badan usaha milik negara.
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3) Daerah menguasai seluruh atau sebagian modal usaha yang didirikan oleh

pemerintah daerah.

Pelayanan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan landasan
dari salah satu makna yang dikembangkan oleh usaha daerah. Namun, itu tidak
berarti bahwa bisnis tidak berkontribusi pada pendapatan kota. Dua peran yang harus
dimainkan oleh bisnis daerah untuk memenuhi kewajiban sosial—yaitu, memberikan
layanan kepada masyarakat umum dan pihak lain—berbenturan. Bisnis daerah
melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari kapasitas mereka.
Pendapatan badan usaha yang dipegang secara lokal adalah ekspresi dari keuntungan
ini.

Bagian keuntungan Badan Usaha Milik Daerah adalah bagian keuntungan,
disebut juga laba bersih, yang terhutang kepada lembaga lain yang merupakan
lembaga usaha milik daerah. Walaupun sektor korporasi di daerah pusat secara
historis memberikan kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan sumber
pendapatan asli daerah lainnya, namun diantisipasi keunggulan tersebut akan dapat
menambah pendapatan asli daerah.

C.Qain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak dan retribusi daerah. Salah satu sumber
pendanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah adalah pendapatan asli
daerah. Perluasan PAD diharapkan dapat mempercepat penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan dapat berjalan lancar,

memungkinkan perluasan peluang kesejahteraan manusia dengan mudah.
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Supriatna (1993) Selain pajak, retribusi daerah dan usaha yang dibuat oleh
BUMD lain juga merupakan sumber PAD. perusahaan lokal yang dapat dijalankan
oleh satu pegawai pemerintah daerah (pangkat), dan yang operasinya menghasilkan

Qarang atau jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat dengan imbalan pembayaran.

Pendapatan dari sektor ini bertentangan buat masing-masing daerah terkait
kemampuan yang dimilikinya , walau bantuan sektor ini sedang terbatas namun
dibandingkan dengan laba industri daerah serta penyambutan respons dari dinas-
dinas daerah, sektor ini lebih bagus dalam memberikan sumbangan pada pendapatan
asli daerah serta relative menyeluruh buat tiap-tiap daerah.Ua daerah selaku sumber
pendapatan daerah itu patut disetorkan terhadap kas daerah serta diatur dalam
peraturan daerah.Penerimaan ini melingkupi sewa rumah daerah, sewa kantor serta
tanah milik daerah, servis giro, hasil perjualan barang-barang, sisa kepunyaan daerah
pendapatan hasil eksekusi serta garansi, sanksi pajak, serta penerimaan-penerimaan
lain yang sah bagi undang-undang.

Jeni@ain -lain pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari :
1. Penerimaan Jasa Giro
2. Penerimaan Bunga Deposito
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ( TGR)
4. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Taspen
5. Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
6. Pendapatan lain — lain BLUD
7. Lain — lain PAD yang sah

8. Pendapatan dana kapasitasi JKN
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9. Dana bos
D. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Prakoso (2011) menegaskan bahwa pendapatan daerah dan pengelolaan aset
daerah yang dipisahkan merupakan sumber dari hasil pengelolaan aset yang
dipisahkan. BPD, bisnis daerah, dividen BPR-BKK, dan keterlibatan modal daerah
pada pihak ketiga semuanya berkontribusi terhadap pendapatan ini.

L.O. 2006 (48-89), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
menyatakan bahwa. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dibagi-bagi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dan pada bagian ketiga pasal 26 (3) dijelaskan bahwa
pendapatan utama adalah:

1. Bagi hasil penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah/BUMD
2. Komponen bagi hasil penyertaan modal pada badan usaha milik pemerintah dan
BUMN, dan

3. Sebagian dari pendapatan dari keterlibatan ekuitas swasta

Qang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah:
a. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
b. Perusahaan Daerah air Minum (PDAM)
c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Untuk daerah yang memiliki BUMD semacamQDAM, Bank Pembangunan
Daerah, Badan Kredit Kecematan, Pasar, Tempat Hiburan/rekreasi, Vila dan lain-lain
keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

@.1.5 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah
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Salah satu pemasukan daerah yakni bermula dari pemasukan asli daerah.
Dana-sertaa yang bersumber dari pemasukan asli daerah itu adalah salah satu aspek
penopang dalam mengadakan peranan daerah guna menggaji biaya teratur dan juga
dana pembantu daerah, serta adalah perlengkapan guna memasukkan uang
sebanyak-banyakynya ke kas daerah demi mendukung penerapan pembangunan
daerah, dan juga guna merapikan serta menambah ha@osial ekonomi konsumen jasa
itu. Tentu dalam tentang ini tidak terbebas dari terdapatnya badan yang mengatasi
maupun yang diberi peran guna mengatur hal itu (Yovita : 2011).

Sumber keuangan yang bermula dari pemasukan asli daerah di dalam
penerapan otonomi daerah lebih berarti ketimbang dengan sumber-sumber diluar
pemasukan bentuk pemberian negeri (non PAD) kelakuannya lebih terikat.
terdapatnya penggalian serta kenaikan pemasukan asli daerah diharapkan negeri
daerah serta sanggup menambah kemampuannya dalam pengelolaan perihal daerah.
peraturan moneter daerah ditunjukan guna menambah pemasukargsli daerah selaku
sumber mendasar pendapatan daerah yang mampu dipergunakan oleh daerah dalam
mengadakan pemerintahan serta pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya
guna memperkecil ketergantungan dalam menemukan biaya dari pemerintah tingkat
berdasarkan (tunjangan).

perihal ini berarti upaya kenaikan pemasukan asli daerah sepatutnya ditatap
dari perspektif yang lebih besar tidak cukup ditinjau dari perspektif daerah masing-
masing namun dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pedapat
an asli daerah itu sendiri diduga selaku opsi lain guna memperoleh catatan biaya yang

dapat dikenakan guna bermacam keinginan pengeluaran yang didetetapkan oleh
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daerah sendiri spesialnya keinginan teratur. Oleh lantaran itu kenaikan pemasukan itu
adalah tentang yang dikehendaki tiap-tiap daerah. asli daerah, lantaran pemasukan

asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah.

2.1.6 Analisis Trend

@rend diartikan sebagai suatu gerakan (kecenderungan) naik atau turun dalam
jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu rata-rata
perubahan tersebut bisa bertambah bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan
bertambah disebut trend positif atau trend mempunyai kecenderungan naik.
Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang disebut trend negatif atau trendyang

mempunyai kecenderungan menurun (Maryati, 2010: 129).

Qlenurut Kasmir (2008) dalam bukunya Analisa keterangan Keuangan
menjelaskan kalau “Analisis trend alias tendensi adalah analisis informasi keuangan
yang biasanya dilaporkan dalam persentase terpilih. Dalam analisis trend mampu
digeluti dengan mengenakan analisis melintang alias dinamis , data yang dipakai
merupakan data tahun ataupun periode”.

Dapat disimpulkan, analisis trend adalah sesuatu metode analisis yang tertuju
guna mengerjakan sesuatu estimasi alias penekaan pada era yang akan hadir. guna ini
diperlukan bermacam rupa data guna memperoleh data yang lumayan banyak serta
dalam waktu periode yang lumayan jauh, alhasil dari analisis itu mampu diketahui
dekati berapa besar instabilitas yang terjalin serta faktor-faktor apa saja yang

pengaruhi pada transformasi itu. seIakquritis, dalam analisis time series (runtun
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periode) yang setidaknya memastikan adalah kualitas atau keakuratan dari data alias
data-data yang digabungkan. Dengan kata lain, trend merupakan kegiatan dari data
lajur rutin sepanjang sebagian tahun serta menjurus mengarar@ada satu arah, dimana
arahnya mampu naik, mendatar ataupun menyusut.

Rasio keuangan Analisis time series merupakan analisis pada data historis
guna memandang trend yang boleh jadi mencuat. Trend nomor sesudah itu dianalisis
buat memahami apa yang terjalin. Trend perseroan hendaknya ketimbang dengan
trend perusahaan apakah telah berkiprah lebih positif dari trend.

Dalam riset ini penunjuk yang mengukur Trend PAD merupakan Undan g-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Antara negara Pusat
serta Pemerinta-han Daerah , dituangkan dalam susuk mensupport pengelolaan
independensi daerah , melewati penyediaan sumber-sumber pensertaaan berlandaskan
wewenang negara pusat, desentralisasi, serta kewajiban pembantuan yang diatur
melewati perimbangan keuangan antara negara pusat dan negara teritori. kali ini
implementasi/tujuan negeri pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal
Perimbangan Keuangan Antara negara Pusat dan Pemerintahan wilayah dirasakan
belum serupa dengan prinsip-prinsip keseimbangan dan kepatutan berlandaskan

Undang-Undang.





2.2 Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1Penelitian Terdahulu

34

terhadap
Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah di Kota

Gorontalo

No | Nama peneliti | Judul penelitian | Metode Hasil Penelitian

1 | Dewi Riani | Analisis Kuantitatif | Analisis Trend retribusi
Gani Penerimaan yang dilakukan untuk
Tahun 2013 Retribusi Daerah memproyeksikan

penerimaan retribusi
daerah pada tahun 2008
sampai 2009 menunjukan
Qahwa terjadi penurunan
disetiap tahunnya
sedangkan pada analisis
trend PAD dilihat dari
grafik dan hasil
analisisnya untuk setiap
tahunnya pada tahun
anggaran 2008 sampai
2012 mengalami
peningkatan yang sangat
baik. Peningkatan PAD
ini disebabkan oleh

adanya sumbangan
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sumbangan yang baik
dari sumber sumber PAD
lainnya selain retribusi
yang tidak diikut sertakan

dalam penelitian ini.

Rina
Dwicahyanti

Tahun 2017

Analisi Trend
Penerimaan pajak
daerah dan
Kontribusi
terhadap
Pendapatan Asli
Daerah Kota

Banjarmasin

Kualitatif

Perkembangan Trend
Penerimaan Pajak Daerah
terhadap PAD
menunjukan Trend positif
dengan Slope yang
curam, yang berarti
penerimaan pajak daerah
terhadap PAD untuk
tahun tahun kedepan akan
terus mengalami
peningkatan yang cukup

besar.
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Jouzar Farouq | Covid-19: Kualitatif | Dalam konteks krisis
Ishak Dampaknya pandemi covid-19 di
Tahun 2021 terhadap Indonesia terutama
Pendapatan Asli pendapatan asli daerah,
Daerah Dampak dengan pembiayaan
Covid-19 Qalam penyelenggaraan
otonomi daerah bertumpu
pada persoalan
pendapatan daerah yang
berasal dari berbagai jenis
sumber di mana
pendapatan daerah
merupakan cerminan dari
kemampuan daerah
dalam menyelenggarakan
otonomi daerah.
Saifuddin, A., | Dengan judul Kualitatif | Hasil Penelitian
& Abdullah Dampak Pandemi ditemukan bahwa,
Tahun 2022 COVID-19 Ikhtisar pencapaian target
Terhadap keuangan tahun 2020
Laporan adanya target yang tidak

Keuangan

tercapai dikarenakan
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Pemerintah

Daerah. Bongaya

dampak dari pandemi
covid-19 khususnya

penerimaan PAD.

Nunu
Septianingrum

Tahun 2022

Kebijakan
Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah Pada
Masa Pandemi
Covid-19 (Studi
Di Kabupaten

Purbalingga)

Kualitatif

Pendapatan asli daerah
sebagai sumber
pembiayaan Kabupaten
Purbalingga menurun
Qelama masa pandemi
covid-19 karena menurun
pula

kondisi ekonomi
masyarakat. Adapun
tujuan dari penelitian
skripsi ini untuk
mengetahui kebijakan
yang dibentuk oleh
Pemerintah Kabupaten
Purbalingga

untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah
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pada masa pandemi
Covid-19 serta
kendala-kendala yang

dialami

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir digunakan untuk mempermudah penulis mengetahui arahan

tujuan penelitiannya. Adapun kerangka berfikir pada penulisan penelitian ini adalah.

Perkembangan Analisis Trend PAD pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Boalemo -2022 dapat dilihat dengan menganalisis yakni Pendapatan Asli

Daerah. Hasil dari analisis tersebut untuk mengetahui Bagaimana trend pendapatan

asli daerah sebelum Covid dan hingga saat ini, dari hal tersebut dapat dianalisa masa

yang akan datang di dalam perkembangan Trend PAD tersebut.

[ KABUPATEN BOALEMO ]

TREND PAD

/

SEBELUM COVID-19

SELAMA COVID-19

/

PAD

Gambar 2.1
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@ABIII

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti yang
Telah Diuraikan Dalam Bab Sebelumnya, Maka Yang Menjadi Objek Penelitian Ini
Adalah Analisis Trend Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Boalemo (Studi
Komperatif Sebelum Dan Selama Covid-19) Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Boalemo.
3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Metode yang digunakan
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif
yang menurut Creswell (2016) merupakan suatu pendekatan atau pencarian untuk
menelaah dan memahami suatu topik kunci. Peneliti mewawancarai peserta studi atau
sukarelawan dan mengajukan pertanyaan umum dan relatif luas untuk memahami
gejala utama ini. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif adalah
metode di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama dan digunakan untuk
menganalisis kondisi benda-benda alam. Raco (2018; 7) menegaskan bahwa metode
penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau pencarian untuk mempelajari dan
memahami suatu fenomena kunci yang benar-benar melihat partisipan sebagai
individu bukan objek.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yang

menurut Crewel (2022; 23) adalah metode inkuiri di mana suatu program, peristiwa,
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aktivitas, proses, atau sekelompok orang diteliti secara seksama. Dalam studi kasus,
peneliti menyelidiki secara mendalam aktivitas, peristiwa, proses, dan program dari
Qatu atau lebih individu. Suatu kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti
mengumpulkan informasi secara mendalam dengan menggunakan berbagai teknik
pengumpulan data dalam jangka waktu yang lama (Sugiyono, 2016; 17)
3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian
Perlu ada pendefinisian terhadap variabel yang diteliti dalam bentuk rumusan
yang lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain yang dimaksudkan.
Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran data analisis mengenai
Analisis Trend Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Boalemo (Studi Komperatif
Sebelum Dan Selama Covid-19) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Boalemo.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel Dimensi Pengukuran

1. Pajak Daerah

2. Retribusi
Daerah
Pendapatan Asli Daerah | Sebelum Covid — 19
3. Lain-Lain
( Sumber : Undang —
Pendapatan
Undang No. 23 Tahun
Daerah
2014) .
4. Hasil

pengelolaan
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kekayaan yang

di pisahkan

1. Pajak Daerah

2. Retribusi
Daerah

3. Lain - Lain

Pendapatan Asli Daerah | Selama Covid -19
Pendapatan

( Sumber : Undang — Daerah

Undang No. 23 Tahun 4. Hasil

2014) pengelolaan
kekayaan yang

di pisahkan

Sumber : Undang — Undang No. 23 Tahun 2014
Informan Penelitian

Sampel disebut sebagai informan, bukan responden, dalam penelitian
kualitatif. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang subjek penelitian dan
mampu memberikan penjelasan secara ringkas disebut sebagai informan penelitian
(Sugiyono, 2010). Dengan menggunakan metode snowballing, informan dipilih untuk
mengumpulkan data. Pengambilan Sampel Berdasarkan desain penelitian, subjek
penelitian adalah semua elemen yang berperan sebagai aktor. Akibatnya, para peneliti

harus berinteraksi dengan sejumlah informan, termasuk informan kunci dan
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pendukung yang semuanya memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek topik

Qenelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan hal ini
didasarkan pada pertimbangn bahwa jika sudah tidak lagi ditemukan variasi
informasi atau sudah sampai pada taraf jenuh (redundancy),maka peneliti tidak perlu
lagi mencari informan baru. Adapun informan penelitian pada badan keuangan dan

asset daerah kabupaten Boalemo adalah:

Tabel 3.2 Jumlah Informan

NO NAMA JABATAN
1 ANDRES ADIIE, S.Sos, M.Si SEKRETARIS BKAD
2 IRVAN UWADE, S.Sos, M.Si KABID PENDAPATAN
3 YUSUF BUNTA, S.Sos KASIE PENDAPATAN
4 MUZAKIR PAKAYA, S.Sos KASIE PENDAPATAN
) RINTO UMAR, S.Ap STAF PENDAPATAN

Q.2.4 Jenis Dan Sumber Data
Untuk kepentingan penelitian ini, jenis dan sumber data perlu dikelompokkan
kedalam dua golongan yaitu :
1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
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1%ata Kualitatif adalah data yang merupakan bukan bilangan tetapi berupa ciri
ciri, sifat — sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini
data kualitatif adalah hasil wawancara yang mendalam.
2)Data kualitatif adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah rubah atau
bersifat variative. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah perhitungan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boalemo.
. Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1)Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari wawancara
mendalam kepada informan.
2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sebelumnya, diperolh dari
buku buku, artikel, dan tulisan ilmiah.
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pendekatan studi kasus pada penelitian

kualitatif ini dilakukan dengan cara yaitu observasi partisipasi ( participant

observation ) wawancara mendalam ( in depth interview ) dan
dokumentasi ( documentation ) sebagaimana di jelaskan berikut ini :

1. Observasi partisipasi di tujukanQntuk mengamati, mengikuti, atau
terlibat secara langsung terhadap berbagai perilaku, Tindakan, atau
perbuatan yang di fenomenakan oleh para individu ( subjek/informan)
dalam lingkungan etnisnya.

2. Wawancara mendalam merupakan proses untuk mendapatkan

penjelasan sesuai dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab secara
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langsung. Seorang peneliti akan mengetahui hal-hal secara lebih
mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi yang
terjadi dan hal ini tidak bisa ditemukan melalui pengamatan. Bahan
utama wawancara adalah berbagai temuan informasi / data penelitian
dari hasil catatan observasi partisipasi terhadap informan penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah dengan menelusuri
historis yang dimiliki oleh informan penelitian. Bagi Sebagian besar
Qadisi penelitian kualitatif, dokumen pribadi yang digunakan secara
luas mengacu pada setiap narasi orang pertama yang dihasilkan oleh
seorang individu dalam mendiskripsikan sendiri, pengalaman dan
keyakinan.
3.2.6 Teknik Analisis data
Creswell berpendapat bahwa latar belakang dan analisis data dalam studi kasus
harus dijelaskan dengan sangat rinci. Jika suatu kasus menyajikan garis waktu
peristiwa, analisis akan membutuhkan beberapa sumber data untuk
mengidentifikasi bukti untuk setiap tahap perkembangan kasus. Berikut empat
jenis analisis data beserta interpretasinya yang dapat diterapkan dalam
penelitian studi kasus menurut Tahapannya (dalam Wahyuningsih, 2013: 6).
yakni sebagai berikut :
1. Pengumpulan kategori: Untuk menemukan makna yang berkaitan dengan

masalah yang akan muncul, peneliti mencari contoh kumpulan data.
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2. Interpretasi langsung, di mana peneliti studi kasus memeriksa satu contoh
dan mengekstrapolasi signifikansinya tanpa menggunakan kasus lain.
Untuk membuat data lebih berguna, data harus dibedah dan kemudian
disatukan kembali.

3. Saat membandingkan dua kategori atau lebih, peneliti mengidentifikasi
pola dan mencari kesamaan. Dengan menggunakan tabel yang
menggambarkan hubungan antara dua kategori, kesetaraan ini dapat
dipraktikkan.

4. Setelah menganalisis data, peneliti membuat generalisasi naturalistik yang
didasarkan pada orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, baik
contoh pribadi mereka atau komunitas kasus.

Sementara Sementara Yin (dalam Wahyuningsih, 2013, hlm. 7) membagi tiga
metodologi analisis studi kasus menjadi:

1. Pencocokan pola melibatkan penggunaan sekali lagi. Bentuk penalaran ini
mengkontraskan pola yang diamati dengan pola yang diprediksi (atau dengan
beberapa prediksi alternatif). Jika ada tumpang tindih antara kedua pola ini,
temuan dapat mendukung validitas internal studi kasus.

2. Memberikan penjelasan yang berupaya mengkaji data dari suatu studi kasus
dengan cara memberikan penjelasan tentang kasus yang bersangkutan.

3. Studi kasus yang menggunakan metode eksperimental dan kuasi-

eksperimental sering melibatkan analisis deret waktu.
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3.2.7 Keabsahan Data
Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat
penting guna mempertanggungjawabkan keseluruhan data yang sudah diperoleh. Saat
peneliti melakukan analisis dan deskripsi hasil wawancara secara rinci tersebut,
peneliti secara stimulant dan interen juga melakukan pengecekan keabsahan data.
Maksudnya peneliti melakukan analisis dan deskripsi, serta sekaligus melakukan
pengecekan keabsahan data untuk mengetahui apakah data yang dianalisis tersebut
benar atau tidak, valid atau tidak, informasinya benar atau tidak. dengan kata lain
peneliti perlu mepertanyakan keabsahan dan kebenaran data / informasi yang
diperoleh dari para informan penelitian sampai saat peneliti menulis laporan akhir
penelitian terutama pada data / informasi yang dianggap meragukan peneliti.

Pengecekan keabsahan data penelitian ini mengacu pada standar / kriteria dari
Lincoln dan Guba ( 1995 ), yaitu Standar Kredibilitas ( Credibility ) merupakan
standar yang digunakan peneliti sebagai upaya agar hasil wawancara yang bersumber
dari data / informasi para informan kunci yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai
dengan fakta yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Standar kredibilitasnya antara
lain :

A. Melakukan Triangulasi
Dengan membandingkan data dari beberapa sumber untuk
menghasilkan data dasar, teknik triangulasi berusaha untuk mempertahankan
ketidakberpihakan dan kebenaran data. Untuk menganalisis sesuatu dari

banyak sudut pandang dan sudut pandang, triangulasi menggabungkan
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sejumlah metodologi yang beragam. Triangulasi mengklaim bahwa ada empat

komponen di dalamnya, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Triangulasi sumber data: Triangulasi ini mengkaji informasi yang benar
secara spesifik dengan menggunakan berbagai teknik dan sumber
pengumpulan data.

Triangulasi teori: Secara khusus, informasi yang dirumuskan sebagai hasil
akhir penelitian kualitatif. Untuk mencegah hasil yang tidak konsisten
dengan temuan berikutnya, informasi selanjutnya dibandingkan dengan
teori sudut pandang yang bersangkutan.

Melakukan member check, adalah suatu upaya mengecek dan
mendiskusikan temuan penelitian antara peneliti dengan informan kunci.
Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian dan kesimpulan yang
tepat, serta melihat berbagai kekurangan yang ada untuk dimantapkan.
Melakukan ketekunan pengamatan, adalah suatu upaya melakukan
pengamatan secara tekun dan terarah sejalan denga napa yang ada saat
wawancara mendalam terutama mengamati kegiatan sehari — hari
informan kunci. Hal ini bertujuan untuk menemukan ciri — ciri dan unsur-
unsur dalam situasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang di

teliti, sehingga penelusuran lebih dapat di pusatkan.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Keungan Dan Aset Daerah ( BKAD ) Kabupaten Boalemo adalah
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Boalemo yang melaksanakan urusan
penunjang fungsi Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo
Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan

Tata kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Boalemo.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Badan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Boalemo mempunyai tugas pokok “penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang keuangan dan aset daerah” .
Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo :
Q. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan
dan asset daerah :
2. Penyusunan rancangan APBD dan APBD Perubahan .
3. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah .
4. Pengkoordinasian penerimaan pendapatan asli daerah .
5. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

6. Penatausahaan barang milik daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Boalemo, maka

Struktur Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Boalemo terdir dari :
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a. Kepala Badan
Memimpin, merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan teknis di
bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, anggaran dan
perbendaharaan, akuntansi serta asset daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan
pedoman dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
keuangan dan asset daerah

b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan
Memimpin, merumuskan kebijakan teknis/operasional sekretariat Badan Keuangan
Aset Daerah serta melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan, yang
meliputi kepegawaian, keuangan dan perencanaan berdasarkan pedoman dan

ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kesekretariatan

Sekretaris Badan membawabhi :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan tugas pelayanan administrasi
umum, kearsipan, kepegawaian serta aset berdasarkan standar dan ketentuan
yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas

2. Sub. Bagian Keuangan
Memimpin dan melaksanakan tugas Sub Bagian keuangan serta
mengkoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan dan administrasi
keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan rencana kerja untuk
optimalisasi penyelenggaaan administrasi keuangan.

3. Sub Bagian Penyusunan Program.
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Memimpin dan melaksanakan tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta
mengkoordinasikan pengumpulan pengolahan bahan/data usulan dan rencana
kegiatan dari bidang berdasarkan rencana kerja untuk optimalisasi monitoring
dan evaluasi.
c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan :

Memimpin, merencanakan dan melaksanakan tugas penyusunan dan

pengkoordinasian  kebijakan teknis penganggaran dan perbendaharaan

berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan

keuangan daerah

1. Sub. Bidang Anggaran;
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan tugas pelayanan administrasi,
pengolahan data bidang anggaran berdasarkan standar dan ketentuan yang

berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas

2.  Sub. Bidang Perbendaharaan.
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan tugas pelayanan administrasi,
pengolahan data bidang verifikasi dan perbendaharaan berdasarkan standar dan

ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas

d. Bidang Pendapatan
Memimpin, merencanakan dan menyusun pedoman serta juknis pelaksanaan
pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan daerah guna menunjang

pelaksanaan tugas
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1.  Sub. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan
dan penetapan berdasarkan standar dan Kketentuan yang berlaku guna

menunjang pelaksanaan tugas

Sub. Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan

Memimpin, merencanakan dan melaksanakan kegiatan penerimaan, penagihan
dan pelaporan pendapatan daerah berdasarkan standar dan ketentuan yang

berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas

Bidang Aset
Memimpin, merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis
serta mengevaluasi kegiatan penatausahaan Barang Milik Negara berdasarkan

standar dan ketentuan yang berlaku dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah

1.  Sub. Bidang Aset I;
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengeloaan aset meliputi
pengadaan, penyimpanan / penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,
pemeliharaan/perbaikan, penghapusan, pengamanan dan pengawasan barang
milik daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas

2. Sub. Bidang Aset Il
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengeloaan aset meliputi

pengadaan, penyimpanan / penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,
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pemeliharaan/perbaikan, penghapusan, pengamanan dan pengawasan barang
milik daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas

f. Bidang Akuntansi membawahi :
Memimpin, merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis
serta mengevaluasi kegiatan akuntansi daerah berdasarkan standar dan ketentuan

yang berlaku dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah

1. Sub. Bidang Akuntansi ;
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku guna

terselenggaranya akuntabilitas keuangan daerah

2. Sub. Bidang Akuntansi Il
Memimpin, merencanakan dan melaksanakan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku guna

terselenggaranya akuntabilitas keuangan daerah

Adapun dalam implementasinya, seringkali kegiatan besar dilaksanakan
secarabersama yang melibatkan Semua daerah terlibat aktif dalam kegiatan ini, yang
menumbuhkan rasa persatuan yang kuat dan dapat menghasilkan kegiatan yang
berkualitas karena mendapat dukungan dari seluruh komponen organisasi. Agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai tahapan dan sukses. Sebaliknya, Sumber

Daya Aparatur Sipil Negara sangat terkendala, yang seringkali mengakibatkan ASN
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memiliki beban kerja yang melebihi jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah. Akibatnya, mereka sering bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan

yang belum selesai dalam waktu yang telah ditentukan.

Menuru@eraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah, tanggung jawab masing-masing pejabat

yang cukup kompleks dapat diuraikan. Fungsi Dan Tata kerja Perangkat Daerah

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Boalemo

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD Kab. Boalemo

KEPALA BADAN

SEKRETARIS
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEUANGAN PENYUSUNAN UMUM &
PROGRAM KEPEGAWAIAN
|
BIDANG BIDANG ANGGARAN BIDANG ASET BIDANG A KUNTANSI
PENDAPATAN & PERBENDAHARAAN
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KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB KEPALA SUB BIDANG
PENDAFTARAN, ANGGARAN BIDANG ASET | AKUNTANSI |
PENDATAAN &
DCAICTADANRNI
KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB KEPALA SUB BIDANG
PENERIMAAN, PERBENDAHARAAN BIDANG ASET Il AKUNTANSI [I
PENAGIHAN &

ArLARARAR

JABATAN FUNGSIONAL
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Dukungan sumber daya manusia, aset/sarana, dan infrastruktur yang
dimiliki sangat penting untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya di
lembaga keuangan dan aset daerah Kabupaten Boalemo, baik secara
administratif maupun operasional. Badan Keuangan dan Aset Daerah saat ini
didukung oleh 63 (tujuh puluh delapan) Aparatur Sipil Negara yang
ditempatkan di BKAD Kabupaten Boalemo, serta 41 (empat puluh satu)
Personel Penunjang Kegiatan dengan latar belakang pendidikan yang cukup
beragam. Dokumen perencanaan, hasil perencanaan, dan dokumen pendukung
lainnya harus disiapkan sedetail mungkin agar dapat menghasilkan kebijakan
yang tepat dalam hal pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan daerah
karena badan keuangan dan kekayaan daerah memiliki tugas dan fungsi yang

cukup penting.

Untuk mencapai tujuan organisasi, setiap bagian organisasi didorong
untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem yang kuat. Pelaksanaannya
selalu dilakukan secara tim sehingga keputusan yang diambil bersifat kolektif
bukan mewakili kepentingan masing-masing individu. Namun, yang muncul
adalah kebijakan yang merupakan hasil diskusi tim. Kebijakan pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang cukup membantu pemerintah daerah
mewujudkan visi Boalemo Maju, Mandiri, dan Religius telah dihasilkan oleh

manajemen Kkerja yang efisien, tepat waktu, dan tanggap hingga saat ini.

Visi dan Misi BKAD
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Visi Kabupaten Boalemo merupakan hasil pertimbangan yang matang dalam
membuat kebijakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, visi
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo merupakan cita-cita yang
menjelaskan arah yang akan ditempuh organisasi ke depan, memastikan bahwa visi
tersebut selalu didasarkan pada kondisi yang ada serta isu dan tantangan yang
prospektif. Berdasarkan kajian dan pendalaman, maka Visi dan Misi Kabupaten

Boalemo adalah sebagai berikut :

A. Visi
Mengacu pada dasar pemikiran yang telah telah diurai sebelumnya maka rumusan

Visi Jangka Panjang Pembangunan Kabupaten Boalemo 2011-2025 yaitu:

“BOALEMO YANG MAJU, MANDIRI DAN RELIGIUS

Kata kunci dalam Visi tersebut diuraikan sebagai berikut :

- Boalemo Maju, merupakan Kkeinginan atau tujuan pemerintah daerah dan
masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Boalemo yang memiliki perekonomian
yang dapat diandalkan, sumber daya manusia yang memiliki kualitas hidup yang
baik dan produktif, serta didukung oleh sistem hukum dan pemerintahan yang
berintegritas.

Dengan suasana yang demikian maka setiap masyarakat akan berpacu untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- Boalemo Mandiri, yang mengacu pada tujuan pemerintah daerah untuk
menciptakan masyarakat dan sistem tata kelola yang mampu mengelola dinamika

lingkungan strategis, menyelesaikan masalah dengan hanya mengandalkan sumber
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daya yang tersedia, dan bertindak untuk kepentingan terbaik masyarakat dan
sekitarnya daerah.

- Keagamaan Boalemo, yang mengacu pada keinginan masyarakat Boalemo untuk
secara konsisten menampilkan prinsip-prinsip agama dalam perilaku dan tata cara
pemerintahan.

B. Misi

Pada hakekatnya, misi merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk
mewujudkan visi tersebut di atas. Dengan kata lain, misi tersebut menguraikan
beberapa inisiatif pembangunan utama yang harus dilakukan untuk mewujudkan
visi yang telah ditetapkan. Tiga (tiga) misi pembangunan dilaksanakan oleh
Kabupaten Boalemo untuk mewujudkan visi pembangunannya.

1. Menjadikan Perekonomian Boalemo Handal dan Kompetitif

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten Keagamaan

3. Mewujudkan Pemerintah Daerah Boalemo yang Dapat Dipercaya
3.2 Hasil Penelitian

Kecenderungan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boalemo merupakan
salah satu topik temuan penelitian dan bab pembahasan, bersama dengan temuan
penelitian dan pembahasan penelitian lainnya (Studi Banding Sebelum dan Selama

Covid - 19). Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boalemo pada masa

wabah Covid-19 menjadi bahan kajian ini. Untuk melakukan penelitian ini, dicari

informan yang sesuai dengan kriteria penelitian di Kabupaten Boalemo.
Peneliti menggunakan studi banding dan metodologi penelitian kualitatif untuk

mencari dan mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang dilakukan.
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Menurut Cangara, yang menulis Strategi Perencanaan dan Komunikasi, strategi
komunikasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang Tren Pendapatan Asli
Daerah. Peneliti melakukan beberapa tahapan analisis, diantaranya wawancara
berdasarkan fokus penelitian Pendapatan Asli Daerah. Peneliti membuat daftar
pertanyaan yang digunakan untuk mewawancarai informan sebagai pengumpulan
data, yang kemudian dianalisis untuk menentukan bagaimana informasi yang
diberikan oleh informan digunakan dalam penelitian. Peneliti mewawancarai lima
orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, antara lain
Sekretaris BKAD Andries Adji, S.Sos, M.Sc, Kepala Irvan Uwade, Direktur
Pendataan dan Penetapan Seksi Registrasi Penerimaan Yusuf Bunta , S.Sos, Kasubag
Penagihan dan Pelaporan, Staf Penerimaan Bagian Penagihan dan Pelaporan,
Muzakir Pakaya, S.Sos, dan Rinto Umar.

Hasil penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan
narasumber sebagai cara pengumpulan data dan terjun aktif di lapangan pada
September 2022. Pemanfaatan pendapatan asli daerah sedang dikaji sebagai opsi
untuk memperoleh dana tambahan untuk berbagai tujuan belanja yang ditentukan
daerah, khususnya kebutuhan rutin. Oleh karena itu, setiap daerah harus menerapkan
peningkatan pendapatan ini.

Pendapatan Asli Daerah dikabupaten Boalemo Terdiri dari beberapa sumber
sumber pendapatan asli Daerah. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh

peneliti terhadap Bapak Andris Adjie Selaku Sekretaris BKAD Menyatakan bahwa
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“Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah Meliputi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Yang Dipisahkan.”

Pernyataan dari bapak Andris Adjie tersebut didukung oleh bapak Irvan Uwade

selaku Kabid Pendapatan yang menyatakan bahwa :

“ Sumber sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pertama Pajak Daerah
Seperti Pajak Reklame,Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan lain
lain, yang kedua Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa Umum, yang
ketiga lain — lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dan yang ke 4 yaitu Hasil
pengelola kekayaan yang dihasilkan.”

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan bapak Yusuf Bunta, S.Sos selaku Kasubid
Penerimaan Penagihan dan Pelaporan bahwa

“ Sumber PAD di Kab. Boalemo ini ada beragam seperti Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah “

Qari beberapa pernyataan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD adalah suatu
penerimaan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan yang juga bersumber dari
daerah dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh daerah tersebut memiliki wewenang
dalam pengaturan sumber-sumber untuk mendapatkannya termasuk dalam hal
pengalokasian dana dari penerimaan daerah tersebut.

Dari manakah pendapatan asli daerah berasal? hasil pengelolaan kekayaan
tersendiri, pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang
sah. Pemerintah daerah harus lebih mandiri dalam membiayai operasi internal mereka

untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap pembangunan.
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Pendapatan asli daerah di Kabupaten Boalemo turun selama Masa Pandemi
Covid-19, dan penyebaran penyakit ini di Indonesia tidak hanya menyebabkan
masalah kesehatan tetapi juga sangat merugikan perekonomian negara. Seiring
dengan perlambatan bisnis, penerimaan, terutama pendapatan pemerintah daerah,
turun secara signifikan. Tantangan bagi pemerintah daerah untuk mencapai target
pendapatan asli daerah (PAD) mereka sendiri menjadi semakin berat sebagai akibat
dari kurangnya pendapatan daerah, pemotongan dana transfer, dan relaksasi hibah.
Akibatnya, banyak pemerintah kota yang menurunkan target PAD. Di masa pandemi
Covid 19, target pendapatan asli daerah Kabupaten Boalemo menyusut. Wawancara

dengan Bapak Andries, Sekretaris BKAD mengungkapkan hal tersebut. bahwa :

“ Target Pendapatan Asli Daerah sebelum pandemi ini disusun secara terukur
dan rasional dengan memperhatikan potensi potensi baru atas penerimaan pad
sehingganya pada masa pandemi ini sangat dirasakan pemerintah daerah
dalam hal penerimaan pad hal ini ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk
pemberian insentif pajak sehingga adanya pengurangan dari target yang

ditetapkan semula.*

Dari penjelasan diatas berbeda dengan yang dijelaskan oleh Bapak Irvan Uwade,

S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pendapatan

“ Pada Tahun 2018 memang target Pendapatan Asli Daerah itu realisasinya
melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000 sehingga
realisasinya menjadi RP. 55.000.000.000 namun itu realisasi sebelum covid
19 namun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 dengan adanya covid 19
realisasi menurun artinya tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp.
54.000.000.000 namun terealisasi sebesar Rp. 49.000.000.000 ini disebabkan
karena beberapa wajib pajak mengalami penurunan realisasi karena contohnya
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pajak hotel, pajak hotel ditargetkan Rp. 200.000.000 realisasinya Rp.
85.000.000 ini kendalanya karena berkurangnya pengunjung sehingga
pendapatan yang dihasilkan wajib pajak hotel menurun sehinnga presentase
pembayaran pajak daerah berkurang.

Selain itu peneliti peneliti mewawancarai bapak Yusuf Bunta, S.Sos selaku Kasubid

Penerimaan Penagihan dan Pelaporan mengatakan bahwa ;

“Selama Pandemi Covid 19 pada tahun 2021 target Pendapatan asli daerah
kabupaten boalemo yang ditargetkan sebesar Rp. 59.000.0000.000 karena
adanya covid maka Kkita turunkan menjadi Rp.54.000.000.000 hal ini
disebabkan karena ada beberapa jenis pajak yang tidak optimal diantaranya
pajak hotel yang selama pandemi ditutup selama beberapa bulan kemudian
dari retribusi juga terdapat dari beberapa pasar yang tidak beroperasi sehingga

penerimaan Retribusi pasar menurun dan dari sektor pariwisata”
Qerdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat
dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu
alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah
daerah. Namun ada beberapa hambatan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah
apalagi pada masa Pandemi Covid — 19 hal ini sesuai dengan pernyataan yang di

jelaskan oleh bapak Irvan Uwade

“ Pada Masa Pandemi Covid 19 ini banyak hambatan - hambatan dalam
pemungutan pajak daerah seperti menurunnya Pajak Daerah dalam hal ini
pajak Restoran, pajak Penginapan, Retribusi Pasar dan lain-lain dan
hambatan lainnya yaitu Penunjang operasional yang masih perlu di butuhkan
dalam rangka penagihan pad, karena pemanfaat PAD ada yg jauh atau susah
di jangkau oleh penagih, dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat atas
pemanfaatan PAD
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dan hal ini di perkuat oleh bapak Muzakir Pakaya, S.Sos selaku kasubid Penerimaan
Penagihan dan Pelaporan dalam wawancara tersebut menjelaskan bahwa

“ hambatan dalam pemungutan pajak sering kali teman teman dari tim
penagih kesulitan untuk memungut pajak, karena seperti di kecamatan yg jauh
dari jangkauan tidak dapat ditemui ditempat atau punya kesibukan sendiri,dan
biasanya pemungut PAD sering mendapatkan perlakuan yang tidak
diinginkan. makanya kesadaran masyarakat dalam pemungutan pajak tidak
ada.

Mendukung pernyataan tersebut bapak Rinto Umar menyatakan bahwa ;

“ Hambatan dalam pemungutan pajak sering banyak terjadi dialami oleh
teman teman seperti jawaban jawaban yang tdak enak didengar, bahkan ada
yang mengancam para penagih PAD.”

Selain hambatan internal, Hambatan External juga sangat berpengaruh pada PAD,
Seperti yang di jelaskan oleh bapak Rinto Umar, S.Ap selaku staf pemungut pajak.

“Hambatan pada saat masa Covid-19 yaitu Pada Masa PSBB dan PPKM, hal
ini yang menjadi hambatan serta mengurangi performa pada BKAD kab.
Boalemo”

Dalam penjelasan penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa dalam
Dalam Pemungutan Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa Komponen penting
dari struktur pemerintahan yang terdesentralisasi adalah kekuasaan untuk memungut
pajak dan retribusi daerah (PDRD) pada warga negara untuk membayar layanan
publik. PDRD dapat diberlakukan secara lokal di Indonesia, baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota, meskipun pendapatannya sangat kecil jika dibandingkan

dengan pemerintah pusat.
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Namun hal ini tak lepas dari peran dan upaya pemerintah dalam
mengoptimalkan PAD di masa Pandemi Covid — 19 seperti yang di jelaskan oleh

bapak Irvan uwade selaku kabid Pendapatan bahwa ;

“ Peran pemerintah ini dengan terus merangsang wajib pajak maupun retribusi
yang kami contohkan yaitu retribusi pasar dengan cara lebih memaksimalkan
pemakaian masker bagi pedagang maupun penjual harapannya giat ekonomi
itu terus dijalankan maka berimbas pada tetap penerimaan PAD. Untuk yang
lainnya penerimaan PAD dilakukan dengan cara menkonunikasikan dengan
wajib pajak maupun retribusi daerah melalui via telpon karena pada saat itu
dibatasi berhadapabn secara Face to Face “

Hal ini didukung oleh Muzakir Pakaya, S.Sos selaku kasubid Penerimaan Penagihan
dan Pelaporan dalam wawancara tersebut

“upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD ini salah satunya yang
telah dilaksanakan lebih mensosialisasikan lagi penerapan elektronifikasi
transaksi penerimaan daerah melalui ETPD dengan proses pembayaran
melalui transaksi non tunai atau yang lebih dikenal dengan saat ini
menggunakan canal cweek Indonesia respon standar atau lebih di kenal CRIS
hal ini menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi kebocoran kebocoran
dari penerimaan PAD sehingga dengan canal CRIS ini penyetoran pad lebih
langsung masuk ke RKUD bukan lagi pada petugas pemungut ini bagian dari
hal hal pemerintah daerah dalam mengupayakan peningkatan PAD disis lain
dengan cara menggali potensi penerimaan baik pajak maupun retribusi daerah.

Hal ini diperkuat oleh bapak Andris Adji, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris BKAD
menyatakan bahwa “

“Saat ini pemerintah daerah telah mengoptimalkan dengan merevisi peraturan
daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sehubungan dengan
penyesuaian undang undang nomor 1 tentang hubungan keuangan pemerintah
pusat dan daerah dimana amanat dari undang undang nomor 1 tersebut untuk
lebih mencari peluang peluang yang tercantum dalam undang undang tersebut
dan perlu dijabarkan dalam peraturan daerah. Dan peraturan daerah itu saat ini
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sudah dalam tahapan evaluasi di provnisi dan insya allah tahun 2023 dan
targetnya terakhir dijanuari 2024 penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
ini lebih sudah berpedoman pada pajak daerah dan retribusi daerah melelui
peraturan daerah yang baru “

Dari pernyataan — pernyataan diatas Peran Pemerintah dalam meningkatkan PAD
pada pandemic Covid19 ialah meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi
daerah untuk pendanaan daerah serta mencapai target realisasi. Hal ini dapat di lihat
dari penjelasan bapak Muzakir Pakaya, S.Sos selaku kasubid Penerimaan Penagihan
dan Pelaporan

“Tahun 2021 pendapatan daerah realisasinya melebihi pencapaian target, hal
ini tidak luput dari peran pemerintah yang terus mengupayakan Pendapatan
Asli Daerah agar tidak kurang dari target PAD*

Hal lain dijelaskan oleh bapak Yusuf Bunta, S.Sos selaku Kasubid Penerimaan

Penagihan dan Pelaporan mengatakan bahwa ;

“Pendapatan asli daerah merupakan salah satu otonomi daerah, sehingganya
pendapatn asli daerah kedepannya harus lebih dari targetnya, BKAD akan
mengupayakan agar terus meningkatkan PAD”

PAD merupakan kumpulan pos penerimaan yang terdiri dari pajak dan
retribusi daerah. Menurut Halim (2007), PAD adalah pendapatan asli daerah yang
bersumber dari dalam batas daerah sendiri dan dihimpun sesuai dengan peraturan
perundang-undangan daerah. Tujuan PAD adalah memberdayakargemerintah daerah
untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai
bentuk desentralisasi, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat

1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
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3.3 Pembahasan

Badan keuangan daerah terus menggunakan langkah-langkah saat ini dalam
pengelolaan keuangan sambil juga bekerja untuk meningkatkan pendapatan daerah
tanpa membebani ekonomi lokal yang kuat. Pajak daerah, retribusi daerah,
pendapatan asli daerah lainnya, dan hasil pengelolaan tersendiri merupakan sumber
utama pendapatan asli daerah kabupaten Boalemo, menurut sumber pendapatan asli
daerah yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten Boalemo. Pendapatan asli daerah
dengan demikian merupakan sumber pendapatan yang sah yang bersumber dari
potensi wilayah dan masyarakat..

Kabupaten Boalemo menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara
optimal yang sesuai dengan Regulasi-Regulasi yang berlaku. Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan
pembangunan daerah.

Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten boalemo disusun secara terukur
dan rasional dengan memperhatikan potensi daerah dan jug:ﬁ]emberikan wewenang
secara luas bagi pemerintah daerah dari pusat untuk meningkatkan PAD nya.

Menurut Wahyudi (2010), kebutuhan akan PAD semakin meningkat seiring
dengan banyaknya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, termasuk
penjualan banyak orang, perbekalan, uang, dan pencatatan ke daerah. Lebih dari
cukup bagi pemerintah federal untuk menyalurkan dana kepada pemerintah daerah
untuk mendukung otonomi daerah, tetapi pemerintah daerah harus menuntut

kreativitas dan inovasi yang lebih besar dari pemerintah daerah untuk meningkatkan





65

PAD dan memberikan kebebasan lebih kepada pemerintah daerah untuk
membelanjakan APBD mereka.

Target PAD di kabupaten Boalemo dari tahun 2017 hingga 2021 hanya satu
tahun yang tidak terealisasikan sesuai target yaitu pada tahun 2020 dengan hal ini di
sebabkan adanya faktor internal maupun faktor external, yang menjadi faktor internal
adalah Penunjang operasional yang masih perlu di butuhkan dalam rangka penagihan
PAD, Jarak yang jauh, Tidak dapat ditemui ditempat atau punya kesibukan sendiri,
dan biasanya pemungut PAD sering mendapatkan perlakuan yang tidak diinginkan.
Selain itu faktor external juga sangat berpengaruh terhadap realisasi PAD, yaitu
Wabah Covid-19. Hal ini dapat di lihat pada tabel 4.1 Perbandingan Laporan Target

dan Realisasi PAD sebelum dan selama Covid -19 .

Tabel 4.1 Perbandingan Laporan Target Dan Realisasi PAD Sebelum
dan Selama Covid - 19

SEBELUM COVID - 19 SELAMA COVID - 19
"o TAHUN TARGET REALISASI TAHUN TARGET REALISASI
1 2018 | 50,121,011,938.00 | 56,019,131,871.56 | 2020 | 54,614,203,901.00 | 49,421,535,157.15
2 2019 | 69,752,764,281.00 | 70,374,071,016.05 | 2021 | 54,057,606,538.04 | 54,699,510,321.26

Pandemi Covid-19 memang berdampak terhadap pendapatan daerah di Kab.
Boalemo. Penurunan yang sangat berpengaruh dari pendapatan sebelumnya. Banyak
sektor ekonomi masyarakat yang terdampak hingga tidak bisa menghasilkan PAD.
kegiatan ekonomi masyarakat banyak yang terhenti akibat Penerapan PSBB dan

PPKM@eperti di sektor pariwisata sangat berdampak karena usaha mereka terhenti
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sementara Ini, Padahal sektor pariwisata menghasilkan PAD yang sangat besar, tapi
saat pandemi Covid-19 ini tidak ada pemasukan. Namu hal ini tidak luput dari peran
pemerintah kabupaten boalemo

Upaya Pemerintah dalam "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dilakukan sedemikan rupa tanpa menambah beban masyarakat, tapi melalui upaya
peningkatan pelayanan, meningkatkan produktifitas unit pelayanan, perbaikan sistem
pemungutan dan intensifikasi sumber pendapatan daerah.

Dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Boalemo, salah satu upaya
pemerintah khususnya di BKAD Kabupaten boalemo. Yaitu telah dilaksanakan
sosialisasi penerapan elektronifikasi transaksi penerimaan daerah melalui ETPD
dengan proses pembayaran melalui transaksi non tunai atau yang lebih dikenal
dengan saat ini menggunakan canal cweek Indonesia respon standar atau lebih di
kenal CRIS hal ini menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi kebocoran
kebocoran dari penerimaan PAD sehingga dengan canal CRIS ini penyetoran pad
lebih langsung masuk ke RKUD bukan lagi pada petugas pemungut, Hal ini guna
meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan
wajib pajak Dan retribusi. Hadirnya Metode Pembayaram tersebut diharapkan akan
mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran dan
verifikasi pembayaran meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan
sehingga akan meningkat penerimaan

Hasil dari upaya pemerintah Kabupaten Boalemo dapat kita lihat dari realisasi
tahun 2021 yang melebihi target yang di tetapkan, dengan kata lain kabupaten

boalemo telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa
Sumber PAD yang ada di Kabupaten Boalemo Adalah Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Dan Hasil Pengelolaan Yang di
Pisahkan. Target dari PAD dari Tahun 2018 mengalami peningkatan. Sementara itu,
pada tahun 2020 terjadi penurunan dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021,
hal ini di sebabkan oleh dua hamba tan Yaitu Hambatan Internal Seperti kinerja Dari
Pegawai BKAD dan juga hambatan dari external yaitu adanya pandemic Covid-19,
hal ini menunjukan bahwan Kabupaten boalemo mengalami Trend pendapatan asli
daerah, namun hal ini tidak luput dari peran pemerintah yang terus berupaya agar
PAD kabupaten boalemo melebihi target yang di tetapkan, yaitu dengan cara
penerapan transaksi non elektroni (CRIS).
S.garan
1. Sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah harus lebih diperhatikan
lagi agar tidak terjadi kenaikan atau penurunan yang sangat jauh setiap
tahunnya .
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian baik secara teknis maupun
penatausahaan.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Qarus memiliki sikap yang optimis
dalam hal penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena mengingat hal

tersebut masih dalam control penuh daerah. Utamanya dalam mengoptimalkan
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pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah karena jika dilihat dari Realisasi tahun 2021
sudah terealisasi sesuai dengan target tapi hanya ada peningkatan sedikit agar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai dengan optimal.
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Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) bersumber dari mana saja

Bagaimana Target Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Pada Masa Pandemi
Covid — 19 Sebelum dan selama Covid.

Pada masa Pandemi hambatan hambatan apa saja yang dialami oleh
Pemungut PAD.?

. Apa upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD)

Peran Pemerintah dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD
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ABSTRACT

NURHAYATI IKANO. E1119062. ANALYSIS OF LOCAL REVENUE
TRENDS OF BOALEMO DISTRICT (A COMPARATIVE STUDY BEFORE
AND DURING COVID-19)

This study aims to find the local revenue trends of Boalemo District before and
during Covid-19. This study uses a qualitative method with a descriptive approach.
Based on the results of the study conducted, it indicates that the sources of the local
revenue of Boalemo District are regional taxes, regional levies, other legal regional
income, and any shared management results. The target of local revenue has
increased since 2018. Meanwhile, the 2020 report indicates a decline and the 2021
report shows an increase again. It is due to two obstacles, namely internal
obstacles, such as the performance of the Regional Financial and Asset Agency
apparatus, and also external obstacles, namely the Covid-19 Pandemic. It_.means

spared from the role of the government which continues to strive so that Boalem
j hond *

District's local revenue exceeds the set target, namely by implementing
electronic transactions (QRIS). \

Keywords: local revenue, trend, before and during Covid-19





ABSTRAK

NURHAYATI IKANO. E1119062. ANALISIS TREND PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN BOALEMO (STUDI KOMPERATIF
SEBELUM DAN SELAMA COVID 19)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui trend Pendapatan Asli Daerah sebelum
dan selama Covid-19 di Kabupaten Boalemo. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh peneliti, bahwa Sumber PAD yang ada di Kabupaten Boalemo
adalah pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah lain-lain yang sah, dan
hasil pengelolaan yang dipisahkan. Target dari PAD dari Tahun 2018 mengalami
peningkatan. Sementara itu, pada tahun 2020, terjadi penurunan dan terjadi
peningkatan kembali pada tahun 2021. Hal itu disebabkan oleh dua hambatan, yaitu
hambatan internal, seperti kinerja dari pegawai BKAD dan juga hambatan dari
eksternal yaitu adanya Pandemik Covid-19. Hal itu menunjukan bahwa Kabupaten-.

Boalemo mengalami trend pendapatan asli daerah. Namun hal itu tidak Iuput dari’s )\

peran pemerintah yang terus berupaya agar PAD Kabupaten Boalemo/ melebihi
target yang ditetapkan, yaitu dengan cara penerapan transaksi non- elektronlk”"

(QRIS).

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, trend, sebelum dan selama Covid 19
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								Tahun		Jenis PAD		Target		Realisasi		Efektivitas		Keterangan

								2017		Retribusi Daerah		315,000,000.00		215,403,000.00		68.38%

								2018		Retribusi Daerah		315,000,000.00		231,049,000.00		73.35%

								2019		Retribusi Daerah		315,000,000.00		332,092,000.00		105.43%

								2020		Retribusi Daerah		500,000,000.00		426,694,500.00		85.34%

								2021		Retribusi Daerah		450,000,000.00		542,965,000.00		120.66%
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								2017		Retribusi Daerah		315,000,000.00		215,403,000.00		68.38%		Kurang Efektif

								2018		Retribusi Daerah		315,000,000.00		231,049,000.00		73.35%		Kurang Efektif
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								2020		Retribusi Daerah		500,000,000.00		426,694,500.00		85.34%		Cukup Efektif
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efektivitas

		



Target

Realisasi

Diagram Pendapatan Daerah



efesiensi

		

								Tahun		Jenis PAD		TARGET PAD		REALISASI PAD		Efesiensi		Keterangan

								2018		Retribusi Daerah		50,121,011,938.00		56,019,131,871.56		111.77%		Cukup Efesien

								2019		Retribusi Daerah		69,752,764,281.00		70,374,071,016.05		100.89%		Cukup Efesien

								2020		Retribusi Daerah		54,614,203,901.00		49,421,535,157.15		90.49%		Sangat Efesien
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